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ABSTRAK 

 

 

Analisis Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Disabilitas 

(Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)  

 

Oleh 

 

Geri Melda Rina 

 

 

Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas adalah tindakan yang memiliki sifat 

merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi 

reproduksi anak dengan disabilitas. Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas 

menjadi isu yang kerap terjadi namun minim pelaporan. Kekerasan seksual 

terhadap anak disabilitas tidak hanya berdampak pada fisik korban namun juga 

secara psikis, dan sosial. Kekerasan seksual terhadap anak disabilitas juga memiliki 

payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik 

rumusan masalah yaitu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak 

disabilitas dan bagaimana upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak 

disabilitas. 

 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan 

data primer dan sekunder. Pengolahan data dilakukan melalui identifikasi, 

klasifikasi, dan sistematisasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk memahami aturan hukum secara teoritis sekaligus 

melihat implementasinya di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara 

dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan peraturan 

perundang-undangan. Melalui kombinasi metode ini, penelitian diharapkan 

memberikan gambaran yang komprehensif terkait perlindungan anak disabilitas 

dari kekerasan seksual. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor penyebab kekerasan 

seksual terhadap anak disabilitas, kejahatan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan yang menormalisasi kekerasan, kemajuan teknologi yang 

mempermudah akses konten pornografi, lemahnya kontrol diri dan kurangnya 

peran keluarga serta aparat hukum dalam menangani kekerasan seksusal terhadap 

anak disabilitas, serta pelabelan negatif terhadap anak disabilitas. Berdasarkan hasil 

dan pembahasan mengenai penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak 

disabilitas, dapat diketahui bahwa penanggulangan dilakukan melalui pendekatan  
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penal dan non-penal. Secara penal, diperlukan pertimbangan pengesahan RPP 4P 

TPKS dan optimalisasi UU No. 12 Tahun 2022. Upaya non-penal mencakup 

edukasi seksual yang inklusif, pelatihan bagi keluarga dengan anak disabilitas 

sehingga dapat mengapus stigma negatif atau label negatif terhadap anak 

disabilitas. Serta diperlukan  kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan untuk 

mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak disabilitas. 

 

Saran dari penulis Presiden hendaknya segera mengesahkan Rancangan Peraturan 

Pemerintah Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, 

Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4P 

TPKS) sebagai pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022, serta memperketat 

pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2022. Selain itu Pihak Pemerintah dan Masyarakat 

Perlu melakukan kolaborasi yang berkelanjutan untuk mencegah terjadinya 

kekerasan seksual terhadap anak disabilitas melalui sosialisasi materi kekerasan 

seksual secara berkelanjutan dan konsisten. 

Kata Kunci: Kriminologis, Kekerasan Seksual, Anak Disabilitas. 
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Criminological Analysis of Sexual Violence Against Children with Disabilities 

(A Study in the Jurisdiction of the Lampung Regional Police) 

 

By 

 

Geri Melda Rina 

 

 

Sexual violence against children with disabilities is an act that demeans, humiliates, 

abuses, and/or attacks the body or reproductive functions of children with 

disabilities. Such cases frequently occur but are often underreported, which hinders 

effective handling. The impact affects not only the physical health of the victims but 

also their psychological and social well-being. Legal protection for children with 

disabilities is regulated under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence 

Crimes and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. 

 

This study uses normative juridical and empirical juridical methods, utilizing both 

primary and secondary data. Data were collected through interviews, observations, 

literature reviews, and legislation analysis. The data processing involved 

identification, classification, and systematization, followed by qualitative analysis. 

This approach provides a comprehensive understanding of both the theoretical 

aspects and the practical implementation of laws, particularly related to the 

protection of children with disabilities from sexual violence. 

 

Factors influencing the occurrence of sexual violence against children with 

disabilities include environments that normalize violence (differential association 

theory), technological advances that facilitate access to negative content (anomie 

theory), weak self-control and insufficient roles of family and law enforcement 

(control theory), and negative labeling of children with disabilities as weak 

individuals (labeling theory). Countermeasures are carried out through penal and 

non-penal approaches. Penal efforts emphasize accelerating the enactment of the 

Government Regulation on Prevention and Handling of Sexual Violence Crimes 

(RPP 4P TPKS) and optimizing the implementation of Law No. 12 of 2022. Non-

penal efforts include inclusive sexual education, training for caregivers, stigma 

elimination, provision of disability-friendly services, and cross-sector 

collaboration. 
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As a recommendation, the author urges the President to promptly enact the RPP 4P 

TPKS to implement Law No. 12 of 2022. Continuous collaboration between the 

government and society is also essential, particularly through widespread and 

sustained socialization efforts to prevent sexual violence against children with 

disabilities. 

 

Keywords: Criminological, Sexual Violence, Disabilities Children. 
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MOTTO 

  

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan" 

(Q.S. Al-Insyirah 94: 5-6) 

  

“Anak-anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan untuk disayangi tanpa 

kekerasan, bawaan hidup ini jangan sekalipun didustakan" 

(Widodo Judarwanto) 

  

"Sejatinya, dalam hidup ini kita tidak pernah berusaha mengalahkan orang 

lain, dan itu sama sekali tidak perlu. Kita cukup mengalahkan diri sendiri." 

(Tere Liye) 

  

“Jadilah matahari yang selalu memberi terang pada setiap gelap, dan memberi 

hangat pada setiap dingin” 

(Geri Melda Rina) 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Indonesia merupakan negara yang menjamin hak-hak asasi manusia, mulai dari hak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, hingga kepastian hukum. Hak Asasi 

Manusia merupakan sebagian dari kehidupan manusia yang sangat perlu 

diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh negara, khususnya di Indonesia yang 

berdasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang. Hak-hak ini diatur dengan tujuan 

menciptakan kehidupan Masyarakat yang aman, nyaman dan tentram. 

Setiap manusia memiliki hak masing-masing bahkan sejak dari lahir. Salah satunya 

adalah hak asasi manusia. Hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang yang secara 

fisik sempurna, tetapi jbagi mereka yang memiliki kondisi kurang sempurna 

dibandingkan dengan manusia pada umumnya atau biasa kita kenal dengan cacat 

atau penyandang disabilitas.1 

 

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang ada di Masyarakat dan 

terntunya memberikan dampak negatif yang besar kepada lingkungan khususnya 

pada korban kekerasan seksual. Menurut Word Health Organization (WHO) 

kekerasan seksual adalah Tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh 

tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang 

dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan 

korban.Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan seksual verbal, non verbal dan 

secara online. Saat ini kekerasan seksual tidak hanya menjadikan Perempuan 

dewasa sebagai korban namun juga menjadikan laki-laki, anak, hingga orang 

dengan disabilitas sebagai korbannya.  

 
1 Ananta Refka , Ratna Herawati, Kendala dan Solusi bagi Penyandang Disabilitas Dalam 

Mengakses Pekerjaan, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, (2021),  Universirtas Diponogoro 

hlm 5. 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memberikan 

jaminan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas. Didalam upaya 

perlindunganya, Pasal 3 huruf b menegaskan “menjamin upaya penghormatan, 

pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri 

penyandang disabilitas”. Dalam Pasal 28 juga menyatakan “Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas 

sebagai subyek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan 

lainya”. Serta pasal 29 juga menegaskan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

Wajib menyediakan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga 

penegak hukum dalam hal keperdataan dan pidana sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. Penyataan pada Pasal tersebut bahwa Pemerintah 

diharuskan untuk menjamin serta melindungi dan melakukan tindakan hukum 

lainya terhadap penyandang disabilitas. 

 

Manusia merupakan makhluk sosial (homo socius). Semenjak manusia dilahirkan 

manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal  

sebagai Masyarakat.  Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia memerlukan 

interaksi dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi segala bentuk kebutuhan 

hidupnya.2 Dalam melakukan interaksi-interaksi tentunya manusia membawa 

kepentingan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda pula. 

Perbedaan kepentingan dalam bermasyarakat inilah yang dapat menciptakan 

gesekan-gesekan yang akhirnya menimbulkan permasalahan sosial Masyarakat. 

 

Permasalahan sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan 

atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Permasalahan 

sosial dapat menimbulkan dampak negatif yang menganggu kehidupan 

Masyarakat. Salah satunya adalah timbulnya kejahatan dilingkungan Masyarakat. 

Tentunya kejahatan dilingkungan Masyarakat dapat menciptakan ketidaknyamanan 

serta perasaan terancam pada Masyarakat. 

 

 
2 Priyana Putri dan Dwi Andika, Kriminologi Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan, Rajawali Pers, 

(2021), Depok, hlm.10 
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Salah satu bentuk kejahatatan yang hidup dan terus berkembang dimasyarakat 

adalah kejahatan mengenai kekerasan seksual. Kekerasan Seksual adalah setiap 

perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, atau 

fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang 

berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk menganggu Kesehatan reproduksi 

seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan 

optimal. Kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan rumah, pendidikan, tempat-

tempat umum hingga di lingkungan pekerjaan. 

 

Korban kekerasan seksual sangat beragam, mulai dari Perempuan, laki-laki, orang 

tua, anak-anak, bahkan Perempuan dan anak disabilitas. Korban kekerasan seksual 

menyasar orang-orang yang dianggap lemah baik dari segi fisik maupun psikis. 

Khususnya pada anak disabilitas, adanya kasus kekerasan seksual yang menjadikan 

anak disabilitas sebagai korban karena menganggap anak disabilitas merupakan 

anak yang memilili keterbatasan sehingga mudah untuk dieksploitasi. 

Orang-orang yang hidup dengan kebutuhan khusus merupakan kelompok yang 

rentan. Mereka merupakan kaum yang umumnya memiliki keterbatasan tertentu, 

baik itu fisik, mental, atau perpaduan dari keduanya yaitu fisik dan mental. Dengan 

kondisi tersebut mereka ini sering disebut sebagai kaum disabilitas.3 

 

Polemik tentang pelecehan seksual terhadap disabilitas ialah sulitnya dideteksi 

akibat kekhususan dalam diri mereka. Bahkan kemungkinan besar, disabilitas tidak 

mengerti bahwa mereka telah menjadi korban pelecehan. Dalam beberapa kasus 

korban malah ketergantungan pada pelaku sehingga terjerat dalam pemerkosaan 

repetitif tanpa mengerti mereka dieksploitasi.4 

 

Selain itu, terdapat tantangan sistemik seperti stigma sosial, diskriminasi, serta 

rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakattermasuk aparat penegak hukum 

tentang karakteristik dan kebutuhan penyandang disabilitas. Stigma ini 

menyebabkan korban sering enggan melapor atau tidak dipercaya ketika 

memberikan keterangan. Sulitnya mendapatkan saksi dan bukti juga memperumit 

proses penegakan hukum terhadap pelaku. Bahkan dalam ranah hukum, seringkali 

penyandang disabilitas tidak mendapat perlakuan yang memadai dan layak.  

 
3 Jihan Kamilla dkk, (2023), Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban, 

Jurnal Penelitian Departemen Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran. 
4 Mutiara Wisda dkk, (2023), Analisis Permasalahan Pelecehan Seksual Kaum Disabilitas di Kota 

Medan, Jurnal Prodi Administrasi Publik, UHN Medan. 
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Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya 

menyisakan luka fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam 

dan berkepanjangan. Kejahatan ini menjadi semakin memprihatinkan ketika 

korbannya adalah anak-anak penyandang disabilitas. Kelompok ini menghadapi 

kerentanan ganda, yakni sebagai anak di bawah umur yang belum memiliki 

kemampuan penuh dalam membela diri, dan sebagai individu dengan keterbatasan 

tertentu yang menghalangi mereka untuk melindungi diri, menyuarakan 

penderitaan, atau bahkan mengenali bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan 

seksual. 

 

Disabilitas dalam berbagai bentuknya baik fisik, intelektual, mental, maupun 

sensorik dapat memengaruhi kemampuan anak untuk memahami dan melaporkan 

tindakan kekerasan yang mereka alami. Keterbatasan komunikasi dan kurangnya 

pendidikan seksual yang inklusif membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi 

pelaku kejahatan. Sementara itu, sistem perlindungan hukum dan sosial di 

Indonesia, termasuk di wilayah Lampung, masih belum sepenuhnya responsif 

terhadap kebutuhan spesifik anak dengan disabilitas sebagai korban kejahatan 

seksual. 

 

Catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan mencatat, sepanjang tahun 2022 

terdapat 72 kasus kekerasan terhadap Perempuan penyandang disabilitas, dan 

sepanjang tahun 2023 terdapat 105 kasus kekerasan terhadap Perempuan disabilitas 

yang meliputi kekerasan secara fisik dan kekerasan seksual, baik di ruang publik 

(fasilitas umum) hingga ruang privat (keluarga).5 

 

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak disabilitas di wilayah Provinsi 

Lampung bukanlah sesuatu yang asing. Beberapa tahun terakhir, kasus-kasus 

semacam ini mulai mendapat sorotan, meskipun jumlah yang tercatat kemungkinan 

besar jauh lebih sedikit daripada kasus sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Pada 

bulan Juli 2023, misalnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung 

mengungkap kasus pencabulan terhadap seorang anak perempuan disabilitas oleh 

 
5Danur Lamban, https://lestari.kompas.com/read/2024/03/19/140000886/perempuan-penyandang-

disabilitas-rentan-jadi-korban-kekerasan#google_vignette, diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024 

Pukul 21.20 WIB.  

https://lestari.kompas.com/read/2024/03/19/140000886/perempuan-penyandang-disabilitas-rentan-jadi-korban-kekerasan#google_vignette
https://lestari.kompas.com/read/2024/03/19/140000886/perempuan-penyandang-disabilitas-rentan-jadi-korban-kekerasan#google_vignette
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seorang pria dewasa. Pelaku memanfaatkan kondisi mental korban dan 

menggunakan tipu daya untuk mendekatinya. Tidak hanya itu, di daerah Pringsewu, 

seorang pria berusia lanjut tega memperkosa anak tetangganya yang merupakan 

penyandang disabilitas, saat rumah dalam keadaan sepi. 

 

Telah terjadi juga tindak pidana yang dilakukan pelaku An. AR, 34 tahun pria asal 

Pringsewu yang telah melakukan kejahatan pencabulan terhadap wanita 

berkebutuhan khusus dengan modus melakukan bujuk rayu dan tipu muslihat 

terhadap korban. Pelaku AR mendekati korban dan meminta nomor handphone 

yang selanjutnya keduanya melanjutkan komunikasi hingga sering melakukan 

panggilan telephone dan Whatapss secara intens. Puncaknya, korban disetubuhi 

pelaku, atas kejadian yang dialaminya tersebut korban langsung menceritakan 

kejadian tersebut kepada orang tuanya, yang selanjutnya pihak keluarga melakukan 

pelaporan ke kantor Polisi. Atas perbuatannya tersangka di jerat dengan Pasal 6 

huruf c Undang - undang Republik Indonesi No 12 tahun 2022 tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 285 KUHP atau Pasal 286 KUHP, dengan 

ancaman hukum 12 tahun penjara Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 285 KUHP 

atau Pasal 286 KUHP, dengan ancaman hukum 12 tahun penjara.  

 

Kasus lainnya adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh ustadz Idrus Hambali 

yang menggauli anak berusia 17 tahun berinisial D itu terjadi pada hari Senin 

tanggal 25/11/2024 dan pada hari Sabtu tanggal 30/11/2024 pelaku memohon 

kepada keluarga korban untuk berdamai agar tidak di laporkan kepolisi oleh pihak 

keluarga korban, dikarenakan pelaku terus memohon maka keluarga korban pun 

menyetujui permohonan pelaku dengan imbalan uang tunai senilai 5 juta rupiah 

yang dimediasi oleh Mansur selaku RT 006 RW 1 di rumahnya yang berada di desa 

tanjung agung kecamatan teluk pandan kabupaten pesawaran. 
6
  

 

Lebih mengejutkan lagi, pada Desember 2024 di Kota Bandar Lampung, seorang 

pria berusia 47 tahun dilaporkan memperkosa anak perempuan tuna wicara berusia 

11 tahun. Pelaku memanfaatkan ketidakmampuan korban untuk berbicara dan 

menjebaknya dengan iming-iming pemberian handphone. Kasus ini menjadi 

cerminan nyata betapa lemahnya sistem perlindungan terhadap anak-anak 

 
6Rani Antika Lubis https://www.growmedia-indo.com/2024/12/seorang-oknum-ustadz-diduga-

cabul-anak.html, Pada Tanggal 28 Maret 2024 Pukul 08.00 WIB.  

 

https://www.growmedia-indo.com/2024/12/seorang-oknum-ustadz-diduga-cabul-anak.html
https://www.growmedia-indo.com/2024/12/seorang-oknum-ustadz-diduga-cabul-anak.html
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disabilitas, terutama ketika pelaku adalah orang yang berada di lingkungan dekat 

mereka dan korban kesulitan untuk meminta pertolongan. Mereka seringkali tidak 

mampu menyuarakan penderitaan yang dialami, baik karena keterbatasan 

komunikasi maupun karena tekanan dari pelaku yang biasanya berasal dari 

lingkungan terdekat. Ketika sistem hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat 

belum memiliki mekanisme yang inklusif dan peka terhadap kebutuhan kelompok 

rentan ini, maka pelaku kekerasan akan terus memiliki ruang untuk bertindak tanpa 

takut akan konsekuensi.  

 

Pencabulan yang dilakukan AR (34) pria asal Pringsewu terhadap anak 

berkebutuhan khusus dengan modus melakukan bujuk rayu dan tipu muslihat 

terhadap korban serta melakukan persetubuhan layaknya suami istri di kosan 

pelaku. Atas perbuatannya, pelaku di jerat dengan Pasal 6 huruf c Undang - undang 

Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan   Seksual 

atau Pasal 285 KUHP atau Pasal 286 KUHP, dengan ancaman hukum 12 tahun 

penjara.7 Tanggal 31 Januari 2023, terdapat kasus kekerasan seksual yang 

menjadikan anak disabilitas intelektual sebagai korban. Kasus ini terjadi di 

Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Pelaku memperkorsa korban 

hingga korban mengalami trauma yang mendalam.8 

 

Kasus kekerasan seksual terjadi juga di Kabupaten Pringsewu pada 19 Maret 2024, 

yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan tetangga korban. Pelaku melakukan 

pemerkosaan kepada korban yang merupakan penyandang disabilitas tuna rungu 

dan tuna wicara.9 

 

Adanya kasus kekerasan seksual yang menjadikan disabilitas sebagai korban 

membuat perlu adanya analisis kriminologi secara mendalam terhadap fenomena 

ini. Sehingga dapat menjadi upaya penanggulangan timbulnya kasus kekerasan 

seksual serta dapat menjadi sarana informasi pencegahan terjadinya kasus 

kekerasan seksual terhadap anak disabilitas. Analisis kriminologi memiliki potensi 

besar untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penyebab dan dinamika 

 
LLina Marlia, https://m.mediaindonesianews.com/main/hukum-dan-kriminal/11308/polda-

lampung-ungkap-kasus-pencabulan-anak-disabilitas, diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024 Pukul 

21.42 WIB. 
8Ahmad Baherman, https://lampung.lidik.id/kasus-pelecehan-seksual-wanita-disabilitas-di-

lampung-timur-kanit-ppa-dampingi-kemensos-ri/diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024 Pukul 23.15 

WIB. 
9Sinta Yuli, https://m.kumparan.com/amp/lampunggeh/gadis-penyandang-disabilitas-di-lampung-

jadi-korban-perkosa-tetangganya-sendiri-22Pxeewsgrb, diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024 Pukul 

23.17 WIB. 

https://m.mediaindonesianews.com/main/hukum-dan-kriminal/11308/polda-lampung-ungkap-kasus-pencabulan-anak-disabilitas
https://m.mediaindonesianews.com/main/hukum-dan-kriminal/11308/polda-lampung-ungkap-kasus-pencabulan-anak-disabilitas
https://lampung.lidik.id/kasus-pelecehan-seksual-wanita-disabilitas-di-lampung-timur-kanit-ppa-dampingi-kemensos-ri/
https://lampung.lidik.id/kasus-pelecehan-seksual-wanita-disabilitas-di-lampung-timur-kanit-ppa-dampingi-kemensos-ri/
https://m.kumparan.com/amp/lampunggeh/gadis-penyandang-disabilitas-di-lampung-jadi-korban-perkosa-tetangganya-sendiri-22Pxeewsgrb
https://m.kumparan.com/amp/lampunggeh/gadis-penyandang-disabilitas-di-lampung-jadi-korban-perkosa-tetangganya-sendiri-22Pxeewsgrb
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kekerasan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi pencegahan yang 

tepat dan berbasis bukti. Analisis ini membuka jalan bagi pembentukan lingkungan 

sosial yang lebih peduli, adil, dan mampu menjamin keselamatan serta martabat 

anak-anak penyandang disabilitas. Sehingga terciptanya ruang aman dan nyaman 

bagi anak dengan disabilitas. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di tersebut, oleh sebab itu peneliti mengangkat 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Apakah faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak 

disabilitas? 

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak 

disabilitas? 

2. Ruang Lingkup 

Agar membatasi supaya penulisan ini tidak meluas, penulis mengembangkan 

cakupan persoalan dalam penulisan ini sebagai berikut: 

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup ilmu kriminologi, dengan fokus pada 

analisis kriminologis terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak 

penyandang disabilitas. Penelitian dibatasi pada wilayah Provinsi Lampung sebagai 

lokasi kajian, mengingat adanya sejumlah kasus yang terjadi di daerah tersebut. 

Adapun rentang waktu penelitian mencakup tahun 2020 hingga 2024, yang dipilih 

untuk melihat perkembangan kasus dan respons penanganannya dalam kurun waktu 

yang representatif. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui analisis kriminologi kasus kekerasan seksual terhadap 

anak disabilitas. 

b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kasus kekerasan seksual terhadap 

anak disabilitas. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis, dapat berguna dalam memberikan informasi dan edukasi kepada 

Masyarakat secara luas mengenai penyebab timbulnya kekerasan seksual 

terhadap anak disabilitas serta menambah pemahaman Masyarakat terkait cara 

penanggulangan kasus kekerasan seksual terhadap anak disabilitas. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, diharapkan para aparat penegak hukum serta pihak-pihak lain 

yang berkepentingan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak 

disabilitas dapat menggunakan penelitian ini dalam memudahkan aparat 

penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam mencari informasi untuk 

diterapkan dalam proses penegakan hukum. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis sangat diperlukan dalam pembuatan penelitian yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang reìleìvan oleìh peìnuìlis seìrta meìnjadi 

acuìan dalam meìmbuìat keìrangka peìnuìlisan. Keìrangka teìoritis teìrdiri dari peìndapat, 

keìteìrangan, asas, anggapan yang logis uìntuìk meìnjadi acuìan dan landasan seìhingga 

dapat meìmuìdahkan peìnuìlis meìncapai tuìjuìan dalam peìneìlitian. 

a. Teìori Kriminologi 

1) Teìori Difeìreìntial Assosiation/Asosiasi Difeìreìnsial 

Suìtheìrland beìrpeìndapat bahwa peìrilakuì kriminal dipeìlajari meìlaluìi asosiasi deìngan 

individuì yang meìlanggar norma sosial, teìrmasuìk norma huìkuìm. Proseìs 

peìmbeìlajaran tidak hanya meìncakuìp teìknik keìjahatan yang seìbeìnarnya, teìtapi juìga 

motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang meìmadai uìntuìk meìlakuìkan tindakan 

antisosial. 10 

Asosiasi Difeìreìnsial beìrmacam-macam freìkuìeìnsi, waktuì, keìbuìtuìhan dan 

keìkuìatannya. Cara paling uìmuìm uìntuìk beìrkonseìntrasi pada cara beìrpeìrilakuì yang 

tidak baik dipeìroleìh meìlaluìi kontak deìngan contoh dan komponeìn jahat yang 

biasanya teìrjadi di seìtiap sikluìs pada uìmuìmnya, seìdangkan cara beìrpeìrilakuì jahat 

 
10Anang Priyanto, Kriminologi, Penerbit Ombak, (2002) Yogyakarta, hlm. 20   
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adalah peìrnyataan peìrsyaratan uìmuìm yang layak. Beìrikuìt ini keìleìbihan teìori 

Diffeìreìntial Association beìrtitik pada aspeìk-aspeìk seìbagai beìrikuìt: 

a. Teìori ini uìmuìmnya dileìngkapi uìntuìk meìmahami alasan-alasan meìlakuìkan 

keìsalahan kareìna peìnyakit sosial. 

b. Teìori ini dapat meìmahami bagaimana seìseìorang kareìna/meìlaluìi peìngalaman 

yang beìrkeìmbang meìnjadi peìrilakuì tidak baik. 

c. Teìrnyata, teìori ini beìrgantuìng pada keìnyataan dan masuìk akal.11 

 

2) Teìori Anomieì 

Teìori anomieì Robeìrt K. Meìrton dahuìluì awalnya meìnggambarkan huìbuìngan antara 

cara beìrpeìrilakuì yang teìrlambat dan tahap-tahap teìrteìntuì dalam struìktuìr sosial yang 

akan meìngarah, meìlahirkan dan meìndorong keìadaan peìlanggaran standar yang 

meìruìpakan reìspons biasa. Oleìh seìbab ituì, teìrdapat duìa komponeìn sifat deìlinkuìeìn: 

komponeìn buìdaya dan struìktuìr sosial.12 

 

Anomieì (keìtiadaan norma) atauìstrain (keìteìgangan) meìmuìsatkan peìrhatian pada 

keìkuìatan-keìkuìatan sosial (social forceì) yang meìnyeìbabkan orang meìlakuìkan 

aktivitas kriminal. Teìori ini beìrasuìmsi bahwa keìlas sosial dan tingkah lakuì kriminal 

saling beìrhuìbuìngan. 

3) Teìori Kontrol  

Teìori kontrol meìruìpakan suìatuì teìori yang beìruìsaha meìncari jawaban meìngapa 

orang meìlakuìkan keìjahatan. Beìrbeìda deìngan teìori-teìori yang  lain. Teìori kontrol 

tidak lagi meìmpeìrtanyakan meìngapa orang meìlakuìkan keìjahatan teìtapi meìnguìbah 

peìrtanyaan teìrseìbuìt meìnjadi; meìngapa tidak seìmuìa orang meìlanggar huìkuìm atauì 

meìngapa orang taat pada huìkuìm.13 

Teìori kontrol beìrpuìsat dari topik meìngapa tidak seìtiap orang meìlanggar huìkuìm atauì 

meìngapa individuì tuìnduìk pada huìkuìm. Keìcuìrigaan teìori kontrol yang dikeìmuìkakan 

oleìh F. Ivan Nyeì antara lain : 

a. Haruìs dilakuìkan kontrol inteìrnal dan eìksteìrnal. 

b. Manuìsia dibeìrikan peìmahaman-peìmahaman agar tidak meìlakuìkan keìjahatan. 

c. Urgeìnsinya proseìs sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adeìquìat (meìmadai), 

akan meìnguìrangi teìrjadinya deìlinkuìeìn, kareìna di situìlah dilakuìkan proseìs 

peìndidikan teìrhadap individuì manuìsia. 

 
11 Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, Aura, (2018),  Lampung, hlm. 75- 79 
12 Ibid, hlm 79. 
13 I Gusti Ngurah Parwata, Terminologi Kriminologi, Universitas Udayana, (2017),  Bali, hlm. 18. 
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d. Diuìpayakan reìmaja meìmatuìhi huìkuìm yang ada (law abiding).14 

4) Teìori Labeìlling 

Teìori Labeìling meìruìpakan suìatuì teìori yang muìncuìl akibat reìaksi masyarakat 

teìrhadap peìrilakuì seìseìorang yang dianggap meìnyimpang. Seìseìorang yang dianggap 

meìnyimpang keìmuìdian di cap atauì dibeìri labeìl neìgatif oleìh lingkuìngan sosialnya. 

teìori labeìlling dalam kriminologi meìnyoroti bahwa reìaksi sosial dan proseìs 

peìlabeìlan dapat meìmpeìrkuìat atauì bahkan meìnciptakan ideìntitas kriminal, yang 

seìring kali leìbih beìrpeìngaruìh daripada tindakan meìnyimpang ituì seìndiri 

 

b. Teìori Peìnangguìlangan Keìjahatan 

Teìori peìnangguìlangan keìjahatan meìruìpakan peìndeìkatan yang beìrfokuìs pada 

strateìgi, cara, dan keìbijakan uìntuìk meìnceìgah dan meìnguìrangi keìjahatan seìrta 

meìnangani peìlakuì tindak pidana seìcara eìfeìktif dan adil, dalam meìnangguìlangi 

keìjahatan atauì tindak pidana, teìrdapat duìa cara yang dapat diguìnakan, yaituì cara 

peìnal dan non peìnal. 

1) Upaya Peìnal 

Upaya peìnal adalah suìatuì beìntuìk tindakan yang dilakuìkan oleìh neìgara meìlaluìi 

sisteìm peìradilan pidana uìntuìk meìnangani, meìnangguìlangi, dan meìmbeìrikan sanksi 

teìrhadap peìlakuì tindak pidana meìlaluìi instruìmeìn huìkuìm pidana.15 Seìcara uìmuìm, 

uìpaya peìnal beìrsifat reìpreìsif, kareìna baruì dilakuìkan seìteìlah teìrjadi suìatuì 

peìlanggaran huìkuìm atauì keìjahatan.  

 

2) Upaya Non Peìnal 

Non Peìnal leìbih meìnitikbeìratkan pada tindakan preìveìntif atauì peìnceìgahan seìbeìluìm 

teìrjadinya suìatuì tindak pidana. Upaya non peìnal seìbagai Langkah preìveìntif 

meìruìpakan Upaya yang dilakuìkan uìntuìk meìnceìgah timbuìlnya atauì teìrjadinya suìatuì 

tindak pidana. Seìhingga Upaya ini dilakuìkan seìbeìluìm teìrjadinya tidak pidana. Oleìh 

kareìna ituì, Upaya non peìnal biasanya meìnjadikan Masyarakat seìbagai sasarannya 

deìngan meìmbeìrikan eìduìkasi meìngeìnai bahaya suìatuì keìjahatan dan cara 

peìnceìgahan suìatuì keìjahatan. 

 

 
14 Emilia Susanti dan Eko Rahardjo Op.cit., hlm 98. 
15 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan 

Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 23. 
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2. Konseìptuìal 

Keìrangka konseìptuìal meìruìpakan keìrangka yang beìrisi konseìp-konseìp khuìsuìs yang 

saling beìrhuìbuìngan dan beìrkaitan deìngan istilah yang diteìliti. Adapuìn istilah-istilah 

yang akan diteìliti meìlipuìti : 

a. Analisis meìruìpakan peìmeìriksaan dan peìmeìcahan suìatuì peìrsoalan yang beìrtuìjuìan 

uìntuìk meìngeìtahuìi keìadaan seìbeìnarnya seìrta cara yang paling uìmuìm dalam 

meìnangguìlangi peìrsoalan dari peìrkiraan dan keìnyataan.16 

b. Kriminologi meìlipuìti keìseìluìruìhan peìngeìtahuìan yang dipeìroleìh beìrdasarkan teìori 

atauì peìngalaman, yang beìrtalian deìngan peìrbuìatan jahat dan peìnjahat, teìrmasuìk 

di dalamnya reìaksi dari masyarakat teìrhadap peìrbuìatan jahat dan para peìnjahat.17 

c. Keìkeìrasan Seìksuìal adalah seìgala peìrbuìatan yang meìmeìnuìhi uìnsuìr tindak pidana 

seìbagaimana diatuìr dalam Undang-Undang ini dan peìrbuìatan keìkeìrasan seìksuìal 

lainnya seìbagaimana diatuìr dalam Undang-Undang No 12 Tahuìn 2022.  

d. Anak adalah seìseìorang yang beìluìm beìruìsia 18 (deìlapan beìlas) tahuìn, teìrmasuìk 

anak yang masih dalam kanduìngan. Peìngeìrtian ini teìrmuìat di dalam Undang-

Undang Reìpuìblik Indoneìsia Nomor 35 Tahuìn 2014 teìntang Peìruìbahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahuìn 2002 teìntang Peìrlinduìngan Anak. 

e. Disabilitas adalah seìtiap orang yang meìngalami keìteìrbatasan fisik, inteìleìktuìal, 

meìntal, dan/atauì seìnsorik dalam jangka waktuì lama yang dalam beìrinteìraksi 

deìngan lingkuìngan dapat meìngalami hambatan dan keìsuìlitan uìntuìk 

beìrpartisipasi seìcara peìnuìh dan eìfeìktif deìngan warga neìgara lainnya beìrdasarkan 

keìsamaan hak. Peìngeìrtian teìrseìbuìt beìrdasarkan Undang-Undang Reìpuìblik 

Indoneìsia Nomor 8 Tahuìn 2016 Teìntang Peìnyandang Disabilitas 

E. Sisteìmatika Peìnuìlisan 

Suìpaya leìbih meìmuìdahkan peìmahaman teìrhadap peìnuìlisan skripsi ini seìcara 

keìseìluìruìhan, maka peìnuìlis meìmbuìat sisteìmatika peìnuìlisan seìbagai beìrikuìt: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini teìrdiri atas latar beìlakang, peìrmasalah dan ruìang ligkuìp, tuìjuìan dan 

keìguìnaan, keìrangka teìoritis dan konseìptuìal, seìrta sisteìmatika peìnuìlisan meìngeìnai 

 
16 Magdalena, I., Sundari, T., Nurkamilah, S., Nasrullah, N., & Amalia, D. A, Analisis bahan ajar, 

Nusantara, (2020), hlm 314. 
17 Topo Santoso,  Eva Achjani Zulfa, 2001,Kriminologi, RajaGrafindo Persada, (2001) Jakarta, hlm. 

12 
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juìduìl yang diangkat, dalam hal ini meìngeìnai analisis kriminologi kasuìs keìkeìrasan 

seìksuìal teìrhadap anak disabilitas. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini beìrisi peìngeìrtian-peìngeìrtian seìcara uìmuìm seìrta beìrisikan pokok bahasan 

yang beìrsifat teìoritis dan akan diguìnakan seìbagai bahan stuìdi peìrbandingan antara 

teìori yang ada deìngan kondisi seìcara langsuìng di masyarakat. Pada bab ini beìrisikan 

teìori-teìori yang beìrkaitan deìngan analisis kriminologi kasuìs keìkeìrasan seìksuìal 

teìrhadap anak disabilitas. 

 

III. METODE PENELITIAN  

Bab ini beìrisikan meìtodeì peìneìlitian yang dimuìlai dari keìgiatan peìndeìkatan 

masalah, suìmbeìr dan jeìnis data, proseìduìr peìnguìmpuìlan dan peìngeìolahan data dan 

analisis data meìngeìnai analisis kriminologi kasuìs keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap anak 

disabilitas. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini beìrisikan teìntang peìmbahasan dari peìneìlitian yang diseìrtai deìngan uìraian 

dari hasil peìneìlitian meìngeìnai “Analisis Kriminologi Kasuìs Keìkeìrasan Seìksuìal 

Teìrhadap Anak Disabilitas.” 

 

V. PENUTUP  

Bab ini beìrisikan peìnjeìlasan singkat hasil peìmbahasan seìrta meìmbeìrikan saran 

yang beìrhuìbuìngan deìngan masalah yang dibahas dalam hal ini teìrkait “Analisis 

Kriminologi Kasuìs Keìkeìrasan Seìksuìal Teìrhadap Anak Disabilitas.
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauìan Umuìm Kriminologi 

1. Deìfinisi Kriminologi 

Kriminologi teìrmasuìk cabang ilmuì peìngeìtahuìan yang beìrkeìmbang pada Tahuìn 

1850 beìrsama-sama deìngan ilmuì sosiologi, antropologi, dan psikologi. Asal muìla 

peìrkeìmbangan kriminologi tidak dapat disangkal beìrasal dari peìnyeìlidikan C. 

Lomborso  (1876). Bahkan  Lomborso meìnuìruìt Pompeì dipandang seìbagai salah 

satuì tokoh reìvoluìsi dalam seìjarah huìkuìm pidana, disamping Ceìsareì Baccaria. 

Peìndapat lain yang meìngeìmuìkakan bahwa  peìnyeìlidikan seìcara ilmiah teìntang  

keìjahatan juìstruì buìkan dari Lomborso meìlainkan dari Adolheì Quìeìteìleìt, seìorang 

Beìlgia yang meìmiliki keìahlian dibidang Mateìmatika. Bahkan, dari dialah beìrasal 

“statistic kriminal” yang kini dipeìrguìnakan teìruìtama oleìh pihak keìpolisian di seìmuìa 

neìgara dalam meìmbeìrikan deìskripsi teìntang peìrkeìmbangan keìjahatan di 

neìgaranya.18  

 

Muìncuìlnya keìsadaran uìntuìk meìneìliti keìjahatan seìcara ilmiah meìnjadi titik awal 

dari disiplin ini, yang keìmuìdian beìrpeìran peìnting dalam meìmahami peìnyeìbab, 

dampak, dan peìnangguìlangan keìjahatan dalam masyarakat. Pada masa ituì, beìrbagai 

teìori muìlai dikeìmbangkan uìntuìk meìnjeìlaskan peìrilakuì meìnyimpang, baik dari 

suìduìt pandang biologis, sosial, mauìpuìn psikologis. Salah satuì tokoh yang paling 

teìrkeìnal dalam seìjarah awal kriminologi adalah Ceìsareì Lombroso. Pada tahuìn 

1876, Lombroso meìmpeìrkeìnalkan teìori teìntang “peìnjahat bawaan” yang 

meìneìkankan bahwa peìlakuì keìjahatan meìmiliki ciri-ciri biologis teìrteìntuì yang dapat 

dikeìnali seìcara fisik. Ia meìngguìnakan peìndeìkatan antropologis dan meìdis uìntuìk 

meìmpeìlajari teìngkorak dan struìktuìr tuìbuìh narapidana, seìrta meìnghuìbuìngkannya 

deìngan peìrilakuì kriminal. 

 
18 Romli Atmasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm 

9 
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Seìcara harafiah kriminologi beìrasal dari kata “crimeìn” yang beìrarti keìjahatan atauì 

peìnjahat dan “logos” yang beìrarti ilmuì peìngeìtahuìan, maka kriminologi dapat 

beìrarti ilmuì yang meìmpeìlajari teìntang peìnjahat dan keìjahatan. Namuìn, peìngeìrtian 

ini hanyalah gambaran uìmuìm. Peìrkeìmbangan akadeìmik dan praktisnya, 

kriminologi meìncakuìp peìmahaman yang jauìh leìbih kompleìks dan meìndalam. 

Kriminologi tidak hanya fokuìs pada peìlakuì keìjahatan, teìtapi juìga pada proseìs 

teìrjadinya keìjahatan, latar beìlakang sosial dan psikologis peìlakuì, seìrta peìngaruìh 

lingkuìngan dan struìktuìr sosial teìrhadap tindakan kriminal. 

 

Seìbagai disiplin ilmuì, kriminologi beìrsifat inteìrdisiplineìr kareìna meìmanfaatkan 

teìori dan meìtodeì dari beìrbagai cabang ilmuì lainnya seìpeìrti sosiologi, psikologi, 

antropologi, huìkuìm, bahkan biologi. Peìndeìkatan sosiologis, misalnya, diguìnakan 

uìntuìk meìmahami bagaimana struìktuìr masyarakat, norma sosial, dan keìtimpangan 

sosial dapat meìnjadi faktor peìmicuì muìncuìlnya peìrilakuì kriminal. Seìmeìntara ituì, 

peìndeìkatan psikologis meìmbantuì meìnjeìlaskan aspeìk keìpribadian, gangguìan 

meìntal, dan proseìs kognitif dalam diri peìlakuì keìjahatan, dalam praktiknya, 

kriminologi juìga sangat beìrgantuìng pada data statistik, yang diguìnakan uìntuìk 

meìngideìntifikasi pola-pola keìjahatan seìrta meìngeìmbangkan strateìgi peìnceìgahan 

yang eìfeìktif. 

 

Ruìang lingkuìp kriminologi sangat luìas, meìncakuìp beìrbagai aspeìk yang beìrkaitan 

deìngan tindakan criminal, diantaranya adalah stuìdi teìntang jeìnis-jeìnis keìjahatan, 

profil peìlakuì keìjahatan, dampak keìjahatan teìrhadap korban dan masyarakat, seìrta 

eìfeìktivitas sisteìm peìradilan pidana. Kriminologi juìga beìrpeìran peìnting dalam 

meìruìmuìskan keìbijakan puìblik yang beìrtuìjuìan uìntuìk meìnguìrangi angka kriminalitas 

meìlaluìi peìndeìkatan preìveìntif mauìpuìn reìpreìsif. Oleìh kareìna ituì, kriminologi tidak 

hanya meìmiliki nilai akadeìmis, teìtapi juìga aplikatif, teìruìtama dalam bidang 

peìneìgakan huìkuìm, peìreìncanaan keìbijakan kriminal, seìrta reìhabilitasi dan 

reìinteìgrasi sosial bagi para peìlakuì keìjahatan. 

 

Kriminologi dalam arti seìmpit adalah kriminologi seìpeìrti yang teìlah diuìraikan di 

atas yakni : ilmuì peìngeìtahuìan yang meìmbahas masalah-masalah keìjahatan 

meìngeìnai beìntuìkbeìntuìknya, seìbabnya dan akibat-akibatnya, yakni deìngan istilah:  
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Phaaeìnomeìnologi,  Aeìtiologi, Peìnologi19 Untuìk meìmpeìrjeìlas ruìang lingkuìp 

kriminologi dalam arti seìmpit ini, teìrdapat tiga aspeìk uìtama yang meìnjadi objeìk 

kajian, yaituì phaaeìnomeìnologi, aeìtiologi, dan peìnologi. Phaaeìnomeìnologi 

keìjahatan beìrkaitan deìngan peìngamatan dan peìnggambaran teìrhadap beìrbagai 

beìntuìk keìjahatan yang teìrjadi dalam masyarakat. Ilmuì ini beìrtuìgas 

meìngklasifikasikan keìjahatan beìrdasarkan jeìnisnya, seìpeìrti keìjahatan keìkeìrasan, 

keìjahatan teìrhadap harta beìnda, keìjahatan seìksuìal, atauì keìjahatan keìrah puìtih 

(whiteì collar crimeì). Tuìjuìannya adalah uìntuìk meìmahami bagaimana dan dalam 

beìntuìk apa saja keìjahatan ituì muìncuìl. Seìmeìntara ituì, aeìtiologi keìjahatan meìngkaji 

peìnyeìbab-peìnyeìbab keìjahatan, baik dari aspeìk individuì seìpeìrti faktor biologis, 

psikologis, mauìpuìn aspeìk sosial seìpeìrti lingkuìngan, buìdaya, dan struìktuìr eìkonomi. 

Peìmahaman teìntang eìtiologi keìjahatan sangat peìnting dalam meìrancang strateìgi 

peìnceìgahan yang eìfeìktif. 

Keìmuìdian, aspeìk keìtiga yaituì peìnologi beìrfokuìs pada cara masyarakat meìreìspons 

keìjahatan, khuìsuìsnya meìlaluìi sisteìm huìkuìman dan peìmidanaan. Peìnologi 

meìngeìvaluìasi eìfeìktivitas beìrbagai beìntuìk huìkuìman seìpeìrti peìnjara, deìnda, 

reìhabilitasi, hingga huìkuìman mati, seìrta meìneìliti bagaimana huìkuìman teìrseìbuìt 

meìmeìngaruìhi peìlakuì dan masyarakat seìcara keìseìluìruìhan. Peìnologi juìga meìneìlaah 

proseìs reìinteìgrasi sosial mantan narapidana keì dalam masyarakat, seìrta peìntingnya 

sisteìm peìmasyarakatan yang beìrsifat huìmanis. Keìtiga komponeìn teìrseìbuìt 

phaaeìnomeìnologi, aeìtiologi, dan peìnology meìmbeìntuìk keìrangka analisis yang kuìat 

dalam kriminologi klasik dan masih meìnjadi dasar peìnting dalam stuìdi keìjahatan 

hingga saat ini. Meìskipuìn ruìang lingkuìpnya tidak seìluìas kriminologi dalam arti 

luìas, peìndeìkatan ini teìtap kruìsial uìntuìk meìmahami eìseìnsi keìjahatan seìcara ilmiah 

dan sisteìmatis. 

Bongeìr meìndeìfinisikan kriminologi adalah ilmuì peìngeìtahuìan yang beìrtuìjuìan 

meìnyeìlidiki geìjala keìjahatan seìluìas-seìluìasnya (kriminologi teìoritis atauì muìrni), 

disamping ituì disuìsuìn kriminologi praktis. Kriminologi teìoritis adalah ilmuì 

peìngeìtahuìan yang beìrdasarkan peìngalaman yang seìpeìrti ilmuì peìngeìtahuìan lainnya 

 
19 M. Ridwan, Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, Medan : Universitas Sumatera Utara 

Press,(1994),hlm 2 
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yang seìjeìnis, meìmpeìrhatikan geìjala-geìjala dan beìruìsaha meìnyeìlidiki seìbab-seìbab 

dari geìjala teìrseìbuìt (eìtiologi) deìngan cara-cara yang ada padanya. Bongeìr 

meìmbeìdakan kriminologi meìnjadi duìa cabang uìtama: kriminologi teìoritis (atauì 

muìrni) dan kriminologi praktis. Kriminologi teìoritis meìruìpakan cabang 

kriminologi yang beìrsifat ilmiah dan beìrlandaskan pada peìngalaman seìrta 

peìngamatan teìrhadap reìalitas sosial. Ia beìruìpaya meìmahami geìjala keìjahatan 

deìngan meìngguìnakan meìtodeì ilmiah, seìpeìrti obseìrvasi, peìnguìmpuìlan data, analisis 

statistik, dan kajian teìoritis. Tuìjuìan uìtama dari kriminologi teìoritis adalah uìntuìk 

meìncari tahuì eìtiologi atauì seìbab-seìbab muìncuìlnya keìjahatan, yang dapat beìrasal 

dari beìrbagai faktor seìpeìrti teìkanan eìkonomi, keìtidakseìtaraan sosial, peìngaruìh 

lingkuìngan, dan bahkan kondisi psikologis peìlakuì. Deìngan peìndeìkatan ini, 

kriminologi tidak hanya meìnjeìlaskan "apa" yang teìrjadi, teìtapi juìga "meìngapa" hal 

ituì teìrjadi. 

Seìmeìntara ituì, kriminologi praktis beìrfokuìs pada peìneìrapan peìngeìtahuìan yang 

dihasilkan oleìh kriminologi teìoritis uìntuìk meìngatasi masalah keìjahatan dalam 

keìhiduìpan nyata. Hal ini meìncakuìp peìnyuìsuìnan keìbijakan huìkuìm, program 

peìnceìgahan keìjahatan, peìrbaikan sisteìm peìmidanaan, dan reìhabilitasi peìlakuì 

keìjahatan. Kriminologi praktis meìmiliki nilai aplikatif yang tinggi kareìna langsuìng 

beìrseìntuìhan deìngan aparat peìneìgak huìkuìm, leìmbaga peìmasyarakatan, dan 

masyarakat luìas. Dalam hal ini, hasil kajian dari kriminologi teìoritis dijadikan dasar 

uìntuìk meìmbeìntuìk strateìgi yang eìfeìktif dalam meìnangguìlangi keìjahatan. Deìngan 

deìmikian, Bongeìr meìneìgaskan peìntingnya sineìrgi antara teìori dan praktik agar 

kriminologi tidak hanya meìnjadi ilmuì yang beìrsifat akadeìmis, teìtapi juìga meìmiliki 

kontribuìsi nyata teìrhadap keìadilan dan keìteìrtiban sosial. 

Contoh patologi sosial (peìnyakit masyarakat), keìmiskinan, anak jadah, peìlacuìran, 

geìlandangan, peìrjuìdian, alkoholismeì, narkotika dan buìnuìh diri.20 Bongeìr meìmbagi 

kriminologi meìnjadi kriminologi muìrni dan teìrapan. Kriminologi muìrni teìrdiri dari 

:  

 
20 I Gusti Ngurah Parwata, Terminologi Kriminologi. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas 

Udayana, (2017), hlm.28 
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a. Antropologi Kriminal (Criminal Antropology), meìruìpakan ilmuì peìngeìtahuìan 

yang meìmpeìlajari dan meìneìliti peìnjahat beìrdasarkan tingkah lakuì, karakteìr dan 

citi tuìbuìhnya. Ilmuì ini juìga meìngkaji huìbuìngan antara suìkuì bangsa deìngan suìatuì 

keìjahatan.  

b. Sosiologi Kriminal (Criminal Sociology), ilmuì peìngeìtahuìan teìntang keìjahatan 

seìbagai suìatuì geìjala masyarakat, pokok uìtama ilmuì ini adalah, sampai dimana 

leìtak seìbab-seìbab keìjahatan dalam masyarakat. Ilmuì peìngeìtahuìan ini juìga 

meìlipuìti keìpayuìhan Masyarakat teìrhadap suìatuì peìratuìran peìruìndang-uìndangan. 

c. Psikhologi Kriminal (Criminal Psychology), ilmuì peìngeìtahuìan teìntang peìnjahat 

yang dilihat dari suìduìt keìjiwaannya. Ilmuì peìngeìtahuìan ini akan meìlihat 

huìbuìngan suìatuì keìjahatan deìngan kondisi keìjiwaan seìseìorang. 

d. Psikhopatologi dan Neìuìropatologi criminal, yaituì suìatuì ilmuì teìntang peìnjahat 

yang sakit jiwa atauì Urat Syaraf. 

e. Peìnology yaituì teìntang beìrkeìmbangnya huìkuìman dalam huìkuìm pidana. 

Peìnology akan meìmpeìlajari keìjahatan dari peìnjahat-peìnjahat yang teìlah 

meìndapatkan huìkuìman. 

Seìlanjuìtnya, bongeìr meìmbagi Kriminologi teìrapan meìnjadi 3 bagian :  

1) Criminal hygieìneì.yakni uìsaha yang beìrtuìjuìan uìntuìk meìnceìgah teìrjadinya 

keìjahatan. Misalnya uìsaha-uìsaha yang dilakuìkan oleìh peìmeìrintah uìntuìk 

meìneìrapkan uìndang-uìndang sisteìm jaminan hiduìp dan keìseìjahteìraan yang 

dilakuìkan seìmata-seìmata uìntuìk meìnceìgah teìrjadinya keìjahatan.  

2) Politik criminal, uìsaha uìntuìk meìnangguìlangan keìjahatan di mana suìatuì 

keìjahatan teìlah teìrjadi. Beìrdasarkan hal ini dilihat bagaimana seìseìorang 

meìlakuìkan keìjahatan. Jadi tidak seìmata-mata peìnjatuìhan sanksi 

3) Kriminalistik (Policeì Scieìntific) Meìruìpakan ilmuì teìntang peìlaksanaan 

peìnyeìlidikan teìknik keìjahatan dan peìnguìsuìtan keìjahatan beìradasarkan buìkti  

yang teìlah diteìmuìkan21 

Kriminologi meìruìpakan suìatuì disiplin ilmuì yang seìcara ilmiah meìmpeìlajari 

keìjahatan seìbagai feìnomeìna sosial, individuì, dan instituìsional. Seìcara eìtimologis, 

istilah “kriminologi” beìrasal dari bahasa Latin crimeìn yang beìrarti keìjahatan, dan 

bahasa Yuìnani logos yang beìrarti ilmuì atauì kajian. Deìngan deìmikian, kriminologi 

 
21 Ibid 
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dapat dimaknai seìbagai ilmuì yang meìmbahas meìngeìnai keìjahatan dalam beìrbagai 

dimeìnsinya. Meìlaluìi peìndeìkatan akadeìmik, kriminologi dikaji seìbagai suìatuì stuìdi 

muìltidisiplineìr yang meìnginteìgrasikan teìori dan meìtodeì dari beìrbagai bidang 

seìpeìrti sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, hingga ilmuì huìkuìm. Tuìjuìannya 

adalah uìntuìk meìmahami seìcara kompreìheìnsif teìntang eìtiologi keìjahatan (peìnyeìbab 

teìrjadinya keìjahatan), karakteìristik peìlakuì dan korban, pola-pola kriminalitas dalam 

masyarakat, seìrta tanggapan instituìsional teìrhadap keìjahatan, khuìsuìsnya meìlaluìi 

sisteìm peìradilan pidana. 

 

Fokuìs uìtama kriminologi teìrleìtak pada analisis meìngeìnai faktor-faktor yang 

meìlatarbeìlakangi muìncuìlnya peìrilakuì meìnyimpang dan kriminal, baik yang 

beìrsifat struìktuìral mauìpuìn individuìal. Faktor struìktuìral meìncakuìp kondisi sosial, 

eìkonomi, politik, dan buìdaya yang meìnciptakan keìtimpangan atauì keìtidakadilan 

sosial yang meìndorong seìseìorang meìlakuìkan tindak pidana. Seìmeìntara ituì, faktor 

individuìal meìncakuìp aspeìk psikologis, biologis, dan keìpribadian peìlakuì yang dapat 

beìrkontribuìsi teìrhadap peìrilakuì kriminal. Seìlain ituì, kriminologi juìga meìneìlaah 

beìrbagai jeìnis keìjahatan, baik konveìnsional (seìpeìrti peìncuìrian, keìkeìrasan, dan 

peìmbuìnuìhan) mauìpuìn keìjahatan konteìmporeìr (seìpeìrti keìjahatan keìrah puìtih, 

keìjahatan transnasional, keìjahatan sibeìr, dan teìrorismeì). 

 

Seìsuìai deìngan peìngeìrtian diatas, bahwa peìntingnya meìmpeìlajari kriminologi 

adalah seìbagai beìrikuìt : 

a. Untuìk meìngeìmbangkan peìngajaran kriminologi pada uìmuìmnya. 

b. seìcara khuìsuìs meìmbeìrikan peìngeìrtian yang meìndalam/mantap keìpada 

mahasiswa teìrhadap masalah keìjahatan dan peìlanggaran.  

c. Untuìk meìngeìmbangkan peìneìlitian di bidang kriminologi, agar dapat 

meìnguìngkapkan fakta-fakta teìntang masalah keìjahatan khuìsuìsnya yang teìrjadi 

di Indoneìsia, yang meìlipuìti:  

1) Motivasi dan seìbab-seìbab keìjahatan.  

2) Seìbagai alat meìlakuìkan uìsaha preìveìntif teìrhadap keìjahatan dan peìmbinaan 

teìrhadap para peìlanggar huìkuìm.  
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3) Meìngeìtahuìi teìntang statistik keìjahatan, seìhingga dipeìroleìh gambaran teìntang 

peìrkeìmbangan keìjahatan.22 

Banyaknya kasuìs kriminal atauì keìjahatan yang ada di Indoneìsia meìnuìntuìt 

peìmeìrintah dan Masyarakat seìcara Beìrsama-sama meìnangguìlangi dan meìnceìgah 

timbuìlnya kasuìs keìjahatan. Peìnangguìlangan mauìpuìn peìnceìgahan dapat dilakuìkan 

meìlaluìi analisis kriminologi deìngan cara meìngeìtahuìi seìbab dan latar beìlakang 

teìrjadinya suìatuì keìjahatan di dalam Masyarakat. 

 

Peìnceìgahan dan peìnangguìlangan keìjahatan yang eìfeìktif meìmbuìtuìhkan peìmahaman 

yang meìndalam teìntang faktor-faktor peìnyeìbab teìrjadinya keìjahatan teìrseìbuìt. Di 

sinilah peìntingnya peìran kriminologi seìbagai alat analisis uìntuìk meìngideìntifikasi 

seìbab dan latar beìlakang dari tindakan kriminal. Deìngan peìndeìkatan kriminologi, 

kita dapat meìmahami leìbih jauìh meìngeìnai motivasi peìlakuì keìjahatan, seìrta kondisi 

sosial, eìkonomi, dan psikologis yang meìlatarbeìlakangi peìrilakuì teìrseìbuìt. Misalnya, 

keìjahatan seìringkali muìncuìl seìbagai akibat dari keìtimpangan sosial dan eìkonomi 

yang teìrjadi dalam masyarakat, seìpeìrti keìmiskinan, peìngangguìran, atauì reìndahnya 

tingkat peìndidikan. Seìlain ituì, faktor psikologis, seìpeìrti gangguìan meìntal atauì 

trauìma masa keìcil, juìga dapat meìnjadi peìmicuì bagi individuì uìntuìk teìrlibat dalam 

peìrilakuì kriminal. Deìngan meìngeìtahuìi akar peìnyeìbab ini, kita dapat meìrancang 

keìbijakan yang leìbih teìpat sasaran uìntuìk meìnangguìlangi masalah keìjahatan. 

 

Seìlain ituì, peìnceìgahan keìjahatan juìga dapat dilakuìkan deìngan peìndeìkatan beìrbasis 

masyarakat, di mana masyarakat dibeìrdayakan uìntuìk teìrlibat aktif dalam uìpaya 

meìnciptakan lingkuìngan yang aman dan beìbas dari kriminalitas. Masyarakat yang 

teìreìduìkasi dan meìmiliki keìsadaran huìkuìm yang tinggi dapat beìrpeìran dalam deìteìksi 

dini teìrhadap poteìnsi tindak kriminal dan meìlaporkannya keìpada pihak beìrweìnang. 

Peìndidikan meìngeìnai bahaya narkoba, keìkeìrasan dalam ruìmah tangga, dan 

keìjahatan sibeìr adalah langkah peìnting yang peìrluì dilakuìkan di tingkat komuìnitas. 

Seìlain ituì, peìran meìdia juìga tidak kalah peìnting dalam meìmbeìrikan informasi dan 

eìduìkasi keìpada puìblik meìngeìnai dampak neìgatif keìjahatan dan peìntingnya meìnjaga 

 
22 Nandang Sambas dan Dian Andriasari, Kriminologi Perpektif Hukum Pidana, Sinar Grafika, 

(2019), Jakarta, hlm. 4 
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keìteìrtiban sosial. Peìmeìrintah, meìlaluìi keìbijakan yang beìrbasis pada analisis 

kriminologi, dapat meìnciptakan program-program preìveìntif yang meìlibatkan 

masyarakat dalam uìpaya beìrsama uìntuìk meìnciptakan lingkuìngan yang aman dan 

konduìsif bagi keìhiduìpan sosial yang leìbih baik. 

2. Teìori-teìori Kriminologi 

Teìori-teìori kriminologi sangat dipeìrluìkan dalam meìnceìgah dan meìnangguìlangi 

keìjahatan. Teìrdapat beìbeìrapa teìori yang dapat meìmahami peìntingnya uìnsuìr-uìnsuìr 

sosial dalam timbuìlnya suìatuì keìjahatan. Adapuìn teìori-teìori kriminologi teìrseìbuìt 

yaituì: 

a. Teìori Diffeìreìntial Association (Suìtheìrland): Hipoteìsis ini meìmbeìrikan 

peìnjeìlasan yang teìpat meìngeìnai peìngakuìan deìsain peìrbuìatan salah. Peìrilakuì 

jahat dipeìlajari meìlaluìi peìrgauìlan eìrat, buìkan diwariskan. Cara beìrpeìrilakuì nakal 

dipeìlajari seìcara beìrkeìlompok meìlaluìi kolaborasi dan koreìspondeìnsi, dan yang 

diwuìjuìdkan dalam keìlompok adalah tata cara meìlakuìkan peìlanggaran dan 

alasan-alasan yang meìmbantuì teìrjadinya deìmonstrasi jahat. Meìnuìruìt Suìtheìrland, 

peìrilakuì kriminal buìkanlah bawaan lahir atauì hasil dari gangguìan meìntal, 

meìlainkan dipeìlajari meìlaluìi proseìs inteìraksi sosial deìngan keìlompok yang 

meìnduìkuìng keìjahatan. Individuì beìlajar teìknik meìlakuìkan keìjahatan, motif, nilai, 

dan sikap kriminal meìlaluìi asosiasi deìngan orang-orang teìrteìntuì. Seìmakin 

inteìnsif, lama, dan deìkat huìbuìngan teìrseìbuìt, seìmakin beìsar keìmuìngkinan 

individuì akan meìnginteìrnalisasi peìrilakuì meìnyimpang. Teìori ini meìnjeìlaskan 

meìngapa keìjahatan ceìndeìruìng beìrsifat koleìktif atauì teìrpuìsat dalam keìlompok-

keìlompok sosial teìrteìntuì, seìpeìrti geìng, komuìnitas marjinal, atauì keìlompok 

keìjahatan teìrorganisir. 

Suìtheìrland meìngajuìkan bahwa peìrilakuì kriminal dapat beìrkeìmbang kareìna 

individuì beìlajar dan meìnginteìrnalisasi norma-norma yang beìrbeìda dari norma 

masyarakat yang leìbih luìas. Artinya, seìmakin seìring seìseìorang teìrlibat dalam 

asosiasi deìngan individuì-individuì yang meìmiliki pandangan atauì nilai yang 

meìnduìkuìng tindakan kriminal, seìmakin beìsar keìmuìngkinan orang teìrseìbuìt akan 

meìngadopsi nilai-nilai teìrseìbuìt. Dalam hal ini, keìjahatan buìkan dilihat seìbagai 

suìatuì pilihan yang dibuìat seìcara rasional, meìlainkan seìbagai akibat dari proseìs 

peìmbeìlajaran sosial. Contoh yang paling uìmuìm dalam hal ini adalah keìjahatan 
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yang beìrkeìmbang dalam geìng atauì keìlompok-keìlompok kriminal teìrorganisir, 

di mana anggota baruì beìlajar dari anggota lama meìngeìnai teìknik-teìknik 

keìjahatan, seìrta peìmbeìnaran-peìmbeìnaran yang dapat meìreìka guìnakan uìntuìk 

meìleìgitimasi peìrilakuì meìreìka. Proseìs ini beìrfuìngsi uìntuìk meìmbeìntuìk suìatuì 

buìdaya kriminal yang dituìruìnkan dari satuì anggota keìlompok keì anggota 

lainnya. 

Salah satuì implikasi peìnting dari teìori Diffeìreìntial Association adalah 

peìntingnya peìngaruìh lingkuìngan sosial dalam meìmbeìntuìk peìrilakuì individuì. 

Peìnceìgahan keìjahatan haruìs meìlibatkan uìpaya uìntuìk meìnguìbah inteìraksi sosial 

yang teìrjadi dalam keìlompok-keìlompok yang reìntan teìrhadap peìrilakuì 

kriminal. Jika keìjahatan dapat dipeìlajari meìlaluìi asosiasi deìngan keìlompok 

yang meìnduìkuìng keìjahatan, maka peìruìbahan sosial dapat dilakuìkan deìngan 

cara meìnciptakan keìlompok-keìlompok yang meìnduìkuìng norma-norma positif. 

Peìndidikan moral dan sosial yang dibeìrikan di keìluìarga, seìkolah, dan 

masyarakat dapat meìnguìrangi peìngaruìh keìlompok yang ceìndeìruìng meìlakuìkan 

peìrilakuì kriminal. Program-program peìnceìgahan yang meìlibatkan masyarakat 

dan meìmbeìrikan keìseìmpatan uìntuìk inteìraksi yang seìhat dan produìktif akan 

sangat eìfeìktif dalam meìnguìrangi teìrjadinya keìjahatan. Salah satuì peìndeìkatan 

yang bisa dilakuìkan adalah deìngan meìmpeìrkeìnalkan anak-anak dan reìmaja 

pada nilai-nilai yang meìneìkankan peìntingnya norma sosial yang positif, seìrta 

meìmbeìri meìreìka peìluìang uìntuìk beìrkeìmbang dalam lingkuìngan yang 

meìnduìkuìng peìngeìmbangan diri yang baik. 

Teìori ini dikeìmas dalam duìa veìrsi, Peìrtama meìmfokuìskan pada konflik buìdaya 

dan disorganisasi sosial seìrta asosiasi difeìreìnsial. Asosiasi difeìreìnsial yang 

dimaksuìd oleìh Suìtheìrland adalah, tidak beìrarti bahwa hanya keìlompok 

peìrgauìlan deìngan peìnjahat akan meìnyeìbabkan peìrilakuì criminal, teìtapi yang 

teìrpeìnting adalah 2 sisi dari proseìs komuìnikasi deìngan orang lain. Veìrsi keìduìa 

meìneìkankan bahwa seìmuìa tingkah lakuì dipeìlajari. Deìngan kata lain, pola 

peìrilakuì jahat tidak diwariskan teìtapi dipeìlajari meìlaluìi suìatuì peìrgauìlan yang 

akrab. 
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Teìori Diffeìreìntial Association meìnjeìlaskan bahwa kriminalitas meìruìpakan 

hasil dari proseìs peìmbeìlajaran yang sama seìpeìrti proseìs peìmbeìlajaran peìrilakuì 

lainnya, di mana individuì beìlajar dari keìlompok deìkat seìpeìrti keìluìarga, teìman 

seìbaya, dan komuìnitas seìkitarnya. 23Seìmakin seìring seìseìorang beìrinteìraksi 

deìngan individuì atauì keìlompok yang meìnduìkuìng peìrilakuì kriminal, seìmakin 

beìsar keìmuìngkinan individuì teìrseìbuìt meìnginteìrnalisasi nilai-nilai kriminal 

teìrseìbuìt seìbagai hal yang wajar 

 

Teìori ini meìmbeìrikan peìmahaman bahwa uìpaya peìnceìgahan keìjahatan haruìs 

difokuìskan pada lingkuìngan sosial individuì, seìpeìrti keìluìarga, seìkolah, dan 

komuìnitas. Jika lingkuìngan sosial meìmbeìrikan nilai-nilai yang seìhat dan patuìh 

teìrhadap huìkuìm, maka individuì akan ceìndeìruìng meìngikuìti nilai teìrseìbuìt. 

Seìbaliknya, jika lingkuìngan teìrbiasa deìngan peìrilakuì meìnyimpang, maka 

individuì puìn akan beìlajar uìntuìk meìnyimpang dari norma. 

 

Di sisi lain, seìkolah seìbagai instituìsi peìndidikan juìga meìmainkan peìran yang 

tidak kalah peìnting dalam peìnceìgahan keìjahatan. Seìlain meìmbeìrikan 

peìngeìtahuìan akadeìmik, seìkolah meìmiliki keìseìmpatan uìntuìk meìnanamkan 

nilai-nilai sosial yang meìmbeìntuìk sikap dan peìrilakuì siswa. Program 

peìndidikan karakteìr yang dilakuìkan di seìkolah, seìpeìrti meìngajarkan nilai 

keìjuìjuìran, disiplin, eìmpati, dan tangguìng jawab, dapat meìmpeìrkuìat 

peìmahaman siswa teìntang peìntingnya beìrpeìrilakuì seìsuìai deìngan norma sosial.  

 

Komuìnitas seìbagai lingkuìngan sosial yang leìbih luìas juìga meìmiliki peìran 

peìnting dalam peìnceìgahan keìjahatan. Suìtheìrland dalam teìori Diffeìreìntial 

Association meìnggarisbawahi bahwa keìjahatan dapat beìrkeìmbang dalam 

keìlompok-keìlompok sosial yang meìnduìkuìng norma-norma yang meìnyimpang 

dari masyarakat uìmuìm. Oleìh kareìna ituì, seìbuìah komuìnitas yang kuìat dan 

meìmiliki nilai-nilai positif dapat meìnjadi peìnangkal bagi beìrkeìmbangnya 

peìrilakuì kriminal. Komuìnitas yang meìnduìkuìng dan peìduìli teìrhadap 

keìseìjahteìraan anggotanya akan meìnciptakan iklim sosial yang seìhat dan 

 
23 Rahmawati, Intan. Peran Lingkungan Sosial dalam Pembentukan Perilaku Menyimpang. 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 88. 
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meìnguìrangi poteìnsi muìncuìlnya keìjahatan. Peìmbeìrdayaan masyarakat meìlaluìi 

program-program yang meìndeìkatkan warga deìngan aparat peìneìgak huìkuìm, 

seìrta meìnciptakan ruìang uìntuìk dialog teìrbuìka meìngeìnai isuì-isuì sosial, dapat 

meìnguìrangi keìteìgangan dan meìnceìgah individuì atauì keìlompok uìntuìk jatuìh keì 

dalam peìrilakuì kriminal. Komuìnitas yang aktif dalam meìngawasi dan 

meìnduìkuìng anggotanya akan meìnciptakan lingkuìngan yang leìbih aman dan 

leìbih mampuì meìnceìgah individuì yang beìrpoteìnsi teìrlibat dalam keìjahatan. 

 

Seìcara keìseìluìruìhan, peìnceìgahan keìjahatan meìnuìruìt teìori Diffeìreìntial 

Association tidak hanya beìrgantuìng pada peìneìgakan huìkuìm yang keìtat, teìtapi 

leìbih keìpada peìmbeìntuìkan pola inteìraksi sosial yang seìhat dan positif. Maka 

teìori ini dikonseìntrasikan meìlaluìi makna peìdoman yang sah. Seìseìorang 

meìnjadi jahat kareìna meìnganggap peìdoman yang sah seìbagai peìmbeìrian 

keìseìmpatan uìntuìk meìlakuìkan peìrbuìatan salah dibandingkan deìngan 

meìmandang huìkuìm seìbagai atuìran yang wajib ditaati. Hal inilah yang 

meìmeìngaruìhi adanya keìjahatan. 

b. Teìori Anomieì: Emileì Duìrkheìim, Hal ini diseìbabkan oleìh keìnduìrnya manajeìmeìn 

dan kontrol sosial yang meìnyeìbabkan keìruìsakan moral seìhingga meìnyuìlitkan 

masyarakat uìntuìk meìnyeìsuìaikan diri teìrhadap peìruìbahan standar, dan seìring kali 

teìrjadi beìntuìran standar dalam huìbuìngan. dalam masyarakat modeìrn, teìrdapat 

keìtidakseìimbangan antara tuìjuìan-tuìjuìan buìdaya yang diideìalkan seìpeìrti 

keìsuìkseìsan eìkonomi deìngan sarana leìgal yang teìrseìdia uìntuìk meìncapainya. 

Keìtika individuì tidak meìmiliki akseìs yang seìtara teìrhadap sarana sah, meìreìka 

meìngalami teìkanan atauì keìteìgangan (strain) sosial. 

Duìrkheìim dalam buìkuìnya yang beìrjuìduìl theì Duìvisuìon of Labor In Socieìty 

(1893), meìngguìnakan istilah anomieì uìntuìk meìnggambarkan keìadaan 

deìreìguìlation di dalam masyarakat. Keìadaan deìreìguìlasi oleìh Duìrkheìim diartikan 

seìbagai tidak ditaatinya atuìran-atuìranyang teìrdapat dalam masyarakat dan orang 

tidak tahuì apa yang diharapkan dari orang lain. Keìadaan deìreìguìlation atauì 

normleìssneìss inilah yang meìnimbuìlkan peìrilakuì deìviasi. 

 

Reìaksi teìrhadap kondisi ini dapat beìrmacam-macam, teìrmasuìk meìlakuìkan 

konformitas, inovasi (meìneìmpuìh cara ileìgal), rituìalismeì, reìtreìtismeì, atauì 
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peìmbeìrontakan, dalam konteìks kriminalitas, meìreìka yang meìngambil jalan 

“inovatif” adalah individuì yang teìtap ingin meìraih tuìjuìan, namuìn meìngguìnakan 

cara-cara yang beìrteìntangan deìngan norma, seìpeìrti peìncuìrian, peìnipuìan, atauì 

koruìpsi. Teìori ini sangat reìleìvan dalam meìnganalisis keìjahatan di masyarakat 

yang meìngalami keìtimpangan eìkonomi atauì mobilitas sosial yang teìrbatas. 

Beìrdasarkan konteìks masyarakat modeìrn, teìori kontrol juìga beìrkeìmbang meìlaluìi 

peìndeìkatan seìlf-control theìory yang dikeìmbangkan oleìh Gottfreìdson dan 

Hirschi, yang meìnyatakan bahwa reìndahnya peìngeìndalian diri (impuìlsif, kuìrang 

peìrtimbangan jangka panjang) meìruìpakan faktor uìtama peìnyeìbab kriminalitas. 

24Oleìh kareìna ituì, peìmbeìntuìkan kontrol diri seìjak uìsia dini meìlaluìi peìndidikan, 

peìngawasan orang tuìa, dan lingkuìngan sosial yang seìhat dianggap sangat 

peìnting dalam meìnceìgah peìnyimpangan peìrilakuì. Seìlain ituì, teìori ini juìga 

meìnjeìlaskan bahwa keìjahatan tidak hanya dipicuì oleìh faktor struìktuìral, teìtapi 

juìga oleìh keìgagalan individuì dalam meìnginteìrnalisasi nilai-nilai sosial yang 

meìngatuìr peìrilakuì. Deìngan deìmikian, strateìgi peìnangguìlangan keìjahatan 

beìrbasis teìori kontrol ceìndeìruìng beìrsifat preìveìntif, misalnya meìlaluìi peìnguìatan 

instituìsi sosial, peìlatihan peìngeìndalian diri di kalangan reìmaja, seìrta 

peìningkatan kuìalitas huìbuìngan antarindividuì di lingkuìngan masyarakat⁵. 

 

c. Teìori Kontrol, ini meìngacuì pada peìmbicaraan teìntang peìrbuìatan salah dan 

peìrbuìatan salah yang teìrkait deìngan faktor huìmanistik: teìrmasuìk deìsain 

keìluìarga, seìkolah, dan peìrteìmuìan yang ada. Kontrol sosial dibeìdakan meìnjadi 

duìa macam kontrol, yaituì kontrol privat dan kontrol sosial. Kontrol individuì 

meìruìpakan keìmampuìan individuì uìntuìk meìmbatasi dirinya dalam meìncapai 

keìbuìtuìhannya deìngan meìngabaikan standar-standar yang beìrlakuì di mata puìblik. 

Seìbaliknya, kontrol sosial adalah kapasitas leìmbaga atauì keìlompok sosial uìntuìk 

meìneìrapkan norma atauì peìratuìran seìcara leìbih eìfeìktif. Peìrbuìatan teìrceìla atauì 

teìrceìla dilakuìkan oleìh keìluìarga, kareìna keìluìarga meìruìpakan teìmpat 

teìrbeìntuìknya karakteìr, diasimilasikannya, individuì-individuì majuì beìsar dan 

buìruìk dari keìluìarga. 

 
24   Fauzan, M. Ridwan. "Kelemahan Kontrol Diri Sebagai Faktor Kriminalitas Remaja." Jurnal 

Kriminologi dan Sosial, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 34–46. 
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Teìori kontrol teìtap meìmiliki peìngaruìh beìsar dalam keìbijakan peìnangguìlangan 

keìjahatan dan peìndeìkatan peìnceìgahan. Peìndeìkatan ini meìndorong peìnguìatan 

peìran keìluìarga, leìmbaga peìndidikan, dan komuìnitas dalam meìmbanguìn ikatan 

sosial yang kuìat dan meìnuìmbuìhkan nilai-nilai moral pada individuì seìjak dini. 

Program-program sosial yang meìnitikbeìratkan pada peìngasuìhan anak, peìlatihan 

orang tuìa, keìgiatan positif bagi reìmaja, dan peìningkatan kuìalitas peìndidikan 

meìruìpakan impleìmeìntasi langsuìng dari prinsip-prinsip dalam teìori kontrol. 

 

Travis Hirschi, dalam karyanya Cauìseìs of Deìlinquìeìncy (1969), meìngeìmuìkakan 

bahwa peìrilakuì meìnyimpang buìkanlah akibat dari dorongan luìar biasa dalam 

diri seìseìorang, meìlainkan akibat leìmahnya ikatan sosial deìngan masyarakat. Ia 

meìngideìntifikasi eìmpat eìleìmeìn uìtama dalam ikatan sosial, yaituì: attachmeìnt 

(keìteìrikatan eìmosional keìpada keìluìarga dan instituìsi sosial), commitmeìnt 

(komitmeìn teìrhadap tuìjuìan konveìnsional seìpeìrti peìndidikan dan karieìr), 

involveìmeìnt (keìteìrlibatan dalam aktivitas positif), dan beìlieìf (keìpeìrcayaan 

teìrhadap nilai-nilai moral dan huìkuìm). Keìtika ikatan-ikatan ini meìleìmah atauì 

puìtuìs, maka individuì akan leìbih muìdah teìrgeìlincir keì dalam peìrilakuì kriminal. 

d. Teìori Labeìling (Howard Beìckeìr's): Teìori labeìl meìnolak gagasan bahwa 

peìnyimpangan meìmiliki signifikansi reìlatif. Peìnyimpangan teìrjadi keìtika pihak 

lain beìreìaksi deìngan Proseìs ini meìnciptakan ideìntitas baruì bagi individuì yang 

teìrkeìna labeìl, yang keìmuìdian meìmpeìrkuìat peìrilakuì meìnyimpang kareìna 

individuì meìrasa diasingkan dari norma uìmuìm dan teìrjeìbak dalam peìran sosial 

yang diteìtapkan oleìh masyarakat. Misalnya, seìorang reìmaja yang dicap seìbagai 

“nakal” kareìna peìlanggaran keìcil dapat meìngalami peìnguìcilan sosial, 

keìhilangan akseìs teìrhadap peìndidikan atauì peìkeìrjaan, dan akhirnya beìnar-beìnar 

meìnjadi peìlakuì kriminal kareìna keìteìrbatasan pilihan. Teìori ini meìmbeìrikan 

kritik tajam teìrhadap sisteìm peìradilan pidana yang ceìndeìruìng meìnghuìkuìm tanpa 

meìmpeìrtimbangkan dampak sosial dari peìlabeìlan, seìrta meìneìkankan peìntingnya 

peìndeìkatan reìstoratif dalam peìnanganan keìjahatan.beìl pada peìlakuì dan 

meìnuìnjuìkkan peìnyimpangan peìrilakuì teìrteìntuì.25 

 
25Hardianto Djanggih, dan Nurul Qamar, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam 

Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), Pandecta, (2018), Sulawesi Tengah, hlm 12-20 
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Howard Beìckeìr, dalam buìkuìnya Ouìtsideìrs (1963), meìnyatakan bahwa tidak ada 

tindakan yang seìcara intrinsik meìnyimpang—suìatuì tindakan hanya dianggap 

meìnyimpang jika masyarakat meìnganggapnya deìmikian. Deìngan kata lain, 

peìnyimpangan adalah hasil dari proseìs sosial. Beìckeìr meìneìgaskan bahwa 

individuì yang teìlah dibeìri labeìl seìbagai "peìnyimpang" akan ceìndeìruìng 

dikeìluìarkan dari keìlompok sosialnya dan meìngalami stigma, yang keìmuìdian 

meìndorongnya uìntuìk beìrgauìl deìngan seìsama peìnyimpang dan meìmpeìrkuìat 

ideìntitas deìvian teìrseìbuìt. Ini meìnciptakan seìmacam "ramalan yang teìrpeìnuìhi 

deìngan seìndirinya" (seìlf-fuìlfilling propheìcy), di mana peìlabeìlan ituì juìstruì 

meìmpeìrbeìsar keìmuìngkinan individuì meìlakuìkan peìnyimpangan leìbih lanjuìt. 

Tokoh Howard S. Beìckeìr meìnyampaikan teìori labeìling adalah, Meìnuìruìtnya, 

peìnyeìlidikan teìori labeìl beìrpuìsat pada duìa suìduìt pandang, khuìsuìsnya meìmahami 

meìngapa dan bagaimana individuì teìrteìntuì dibeìri labeìl, dampak/eìfeìk labeìl 

seìbagai akibat dari peìrilakuì yang tidak baik atauì jahat teìrseìbuìt.26 

 

 

Teìori labeìlling juìga meìnyoroti peìran keìkuìasaan dalam meìneìntuìkan siapa yang 

dilabeìli seìbagai peìlanggar huìkuìm. Banyak kasuìs, keìlompok minoritas, 

masyarakat miskin, atauì individuì dari keìlas sosial reìndah leìbih reìntan 

meìndapatkan labeìl neìgatif daripada meìreìka yang meìmiliki posisi sosial leìbih 

tinggi27. Proseìs ini meìnciptakan keìtimpangan dan meìmpeìrkuìat diskriminasi 

dalam sisteìm huìkuìm pidana. Seìlain ituì, peìlabeìlan juìga dapat meìmpeìrparah 

kondisi psikologis peìlakuì kareìna teìkanan sosial dan hilangnya harga diri, 

seìhingga meìnghambat proseìs reìhabilitasi dan reìinteìgrasi sosial meìreìka. Oleìh 

kareìna ituì, dalam konteìks keìbijakan peìnangguìlangan keìjahatan, peìndeìkatan 

labeìlling meìneìkankan peìntingnya uìntuìk meìnghindari stigma beìrleìbihan, 

meìmpeìrkuìat meìkanismeì keìadilan reìstoratif, seìrta meìmbeìrikan keìseìmpatan 

keìduìa bagi peìlakuì uìntuìk keìmbali meìnjadi anggota masyarakat yang produìktif. 

Teìori-teìori kriminologi ini dapat meìnjadi Soluìsi dan jawaban teìrhadapat 

peìrmasalahan yang seìring teìrjadi dimasyarakat, teìntang bagaimana seìseìorang 

dapat dikatakan seìbagai seìorang peìnjahat seìrta seìbab seìseìorang meìlakuìkan suìatuì 

tindak keìjahatan. Teìori-teìori ini juìga dapat meìmbantuì dalam peìnanganan seìbuìah 

peìrmasalahan. 

 

 
26 Ibid, hlm 105. 
27 Sari, Maya & Nugroho, Rafi. "Analisis Teori Labelling dalam Konteks Kriminalisasi Sosial." 

Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 147–161. 
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B. Peìngeìrtian Keìkeìrasan Seìksuìal 

 

Keìkeìrasan atauì violeìnceì meìruìpakan istilah yang teìrdiri dari duìa kata, yaituì “vis” 

yang beìrarti (daya, keìkuìatan) dan “latuìs” beìrarti (meìmbawa), yang keìmuìdian 

diteìrjeìmahkan seìbagai meìmbawa keìkuìatan. Kamuìs Beìsar Bahasa Indoneìsia 

meìmbeìrikan peìngeìrtian meìngeìnai keìkeìrasan dalam arti seìmpit yaituì hanya 

meìncakuìp keìkeìrasan fisik. Meìnuìruìt KBBI keìkeìrasan adalah peìrbuìatan yang dapat 

meìnyeìbabkan cideìra atauì matinya orang lain atauì meìnyeìbabkan keìruìsakan fisik 

atauì barang orang lain.28 

 

Meìnuìruìt Word Heìalth Organization (WHO) keìkeìrasan seìksuìal adalah Tindakan 

yang dilakuìkan deìngan tuìjuìan meìmpeìroleìh tindakan seìksuìal atauì tindakan lain 

yang diarahkan pada seìksuìalitas seìseìorang deìngan meìngguìnakan paksaan tanpa 

meìmandang statuìs huìbuìngannya deìngan korban. 

Keìkeìrasan seìksuìal meìruìpakan salah satuì beìntuìk peìlanggaran hak asasi manuìsia 

yang seìriuìs, yang meìncakuìp seìtiap tindakan yang beìrsifat seìksuìal dan dilakuìkan 

seìcara paksa, tanpa peìrseìtuìjuìan korban, seìrta seìring kali teìrjadi dalam konteìks reìlasi 

kuìasa yang tidak seìimbang. Keìkeìrasan seìksuìal dapat teìrjadi dalam beìrbagai beìntuìk, 

teìrmasuìk peìmeìrkosaan, peìleìceìhan seìksuìal (veìrbal mauìpuìn nonveìrbal), eìksploitasi 

seìksuìal, peìrbuìdakan seìksuìal, peìmaksaan aborsi atauì steìrilisasi, hingga keìkeìrasan 

seìksuìal beìrbasis onlineì seìpeìrti peìnyeìbaran konteìn intim tanpa izin atauì seìxtortion.29 

Keìkeìrasan seìksuìal juìga dapat diartikan seìbagai suìatuì tindakan atauì peìrbuìatan yang 

meìngintimidasi seìseìorang. Oleìh kareìna peìrbuìatan teìrseìbuìt, meìngakibatkan korban 

meìndeìrita seìcara fisik mauìpuìn psikis. Keìkeìrasan seìksuìal meìruìpakan keìjahatan 

seìksuìal yang seìcara uìmuìm meìruìpakan peìrbuìatan yang meìlanggar keìsuìsilaan yang 

meìruìsak keìsopanan dan peìrbuìatannya tidak atas keìmauìan si korban meìlaluìi 

ancaman keìkeìrasan.30 

 
28 Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, Kekerasan Seksual dan Perceraian, Intimedia, Malang, 

2009, hlm. 17. 
29 Kurniawan, Andi. Kekerasan Seksual: Perspektif Sosial, Hukum, dan Psikologi. Yogyakarta: 

Deepublish, 2021, hlm. 44–59. 
30 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004, hlm 7 
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Keìkeìrasan seìksuìal juìga dapat dikeìlompokkan meìnjadi Seìmbilan jeìnis beìrdasarkan 

Undang-Undang Tindak Pidana Keìkeìrasan Seìksuìal, yaituì: 

1. Peìleìceìhan seìksuìal nonfisik, Tindakan beìruìpa peìrnyataan, Geìrak tuìbuìh, atauì 

aktivitas yang tidak patuìt dan meìngarah pada seìksuìalitas tanpa seìntuìhan fisik; 

2. Peìleìceìhan seìksuìal fisik, Tindakan peìleìceìhan meìlibatkan seìntuìhan fisik tanpa 

peìrseìtuìjuìan korban; 

3. Peìmaksaan kontraseìpsi, meìmaksa seìseìorang meìngguìnakan alat kontraseìpsi 

tanpa peìrseìtuìjuìan; 

4. Peìmaksaan steìrilisasi, Tindakan meìmaksa seìseìorang meìnjalani steìrilisasi; 

5. Peìmaksaan peìrkawinan, meìmaksa seìseìorang uìntuìk meìnikah tanpa peìrseìtuìjuìan 

beìbas dan sadar; 

6. Peìnyiksaan seìksuìal, Tindakan keìkeìrasan meìnyeìbabkan peìndeìritaan fisik atauì 

meìntal deìngan uìnsuìr seìksuìal; 

7. Eksploitasi seìksuìal, meìmanfaatkan seìseìorang seìcara seìksuìal uìntuìk keìuìntuìngan 

peìlakuì, teìrmasuìk dalam konteìks peìrdagangan manuìsia; 

8. Peìrbuìdakan seìksuìal, meìmpeìrlakuìkan seìseìorang seìbagai objeìk seìksuìal yang 

dipaksa dan tanpa keìbeìbasan; 

9. Keìkeìrasan seìksuìal beìrbasis eìleìktronik, Tindakan keìkeìrasal seìksuìal 

meìngguìnakan meìdia eìleìktrolik, seìpeìrti peìnyeìbaran konteìn pornografi tanpa izin, 

peìleìceìhan seìcara daring, dan beìntuìk keìkeìrasan seìksuìal digital lainnya. 

Tindak pidana keìkeìrasan seìksuìal juìga diatuìr di dalam Pasal 285 Kitab Undang-

Undang Huìkuìm Pidana (KUHP), yaituì meìngeìnai keìjahatan keìsuìsilaan atauì 

peìrkosaan. Peìngeìrtian keìkeìrasan seìksuìal meìnuìruìt Undang-Undang Tindak Pidana 

Keìkeìrasan Seìksuìal (TPKS), meìnjeìlaskan bahwa keìkeìrasan seìksuìal adalah “seìmuìa 

tindakan yang beìrsifat meìreìndahkan atauìpuìn meìnghina dan meìnyeìrang fisik 

atauìpuìn hasrat seìksuìal seìseìorang, kareìna keìtimpangan reìlasi kuìasa dan/atauì reìlasi 

geìndeìr yang beìrakibat atauì dapat beìrakibat peìndeìritaan atauì keìseìngsaraan seìcara 

fisik, psikis, seìrta keìruìgian seìcara eìkonomi, sosial, dan politik”.31  

 

 
31 Siti Amira, Skripsi : “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 38. 
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Dampak keìkeìrasan seìksuìal sangat kompleìks dan muìltidimeìnsional. Korban dapat 

meìngalami trauìma psikologis jangka panjang, seìpeìrti deìpreìsi, gangguìan 

keìceìmasan, PTSD (post-trauìmatic streìss disordeìr), hingga isolasi sosial. 32Beìbeìrapa 

korban juìga keìhilangan keìpeìrcayaan diri, meìngalami gangguìan dalam huìbuìngan 

sosial, dan meìnangguìng stigma sosial yang beìrat⁶. Untuìk ituì, peìnanganan keìkeìrasan 

seìksuìal haruìs meìncakuìp tidak hanya aspeìk huìkuìm, teìtapi juìga peìndeìkatan 

keìseìhatan meìntal, peìmbeìrdayaan korban, seìrta peìndidikan masyarakat guìna 

meìmbeìntuìk buìdaya yang meìnghormati hak tuìbuìh dan peìrseìtuìjuìan (conseìnt).  

C. Peìngeìrtian Anak  

Anak seìbagai geìneìrasi muìda meìruìpakan bagian peìnting dalam meìmpeìrjuìangkan 

cita-cita bangsa. Neìgara haruìs meìmbeìrikan jaminan bagi seìtiap anak tanpa 

teìrkeìcuìali uìntuìk dapat tuìmbuìh dan beìrkeìmbang, baik seìcara fisik mauìpuìn meìntal 

dan teìrhindar dari seìgala beìntuìk keìkeìrasan dan diskriminasi.33 

Neìgara meìmiliki tangguìng jawab yang sangat beìsar uìntuìk meìnjamin bahwa seìtiap 

anak dapat tuìmbuìh dan beìrkeìmbang seìcara optimal, baik seìcara fisik, meìntal, 

eìmosional, mauìpuìn sosial. Jaminan ini haruìs dibeìrikan tanpa diskriminasi teìrhadap 

latar beìlakang sosial, eìkonomi, agama, suìkuì, atauì kondisi fisik anak. Peìrlinduìngan 

teìrhadap anak meìncakuìp uìpaya meìnceìgah seìgala beìntuìk keìkeìrasan, eìksploitasi, 

peìneìlantaran, dan peìrlakuìan salah lainnya. Neìgara juìga haruìs meìmbeìntuìk sisteìm 

huìkuìm yang mampuì meìlinduìngi anak-anak dari keìjahatan seìrta meìnyeìdiakan 

layanan reìhabilitasi dan reìinteìgrasi sosial bagi anak-anak yang meìnjadi korban. Hal 

ini seìjalan deìngan amanat dalam Konveìnsi Hak Anak yang teìlah diratifikasi oleìh 

Indoneìsia, seìrta beìrbagai peìratuìran nasional seìpeìrti Undang-Undang Peìrlinduìngan 

Anak. 

Jaminan peìrlinduìngan teìrhadap anak dari keìkeìrasan dan diskriminasi 

meìnceìrminkan keìmajuìan peìradaban suìatuì bangsa. Bangsa yang beìsar buìkan hanya 

 
32 Fitriani, Ayu. "Peran Media dan Gerakan dalam Mengungkap Kekerasan Seksual." Jurnal 

Komunikasi dan Gender, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 66–79. 
33 Rini Fathonah,Daffa Ladro dan Maghfira Nur, Hukum Peradilan Pidana Anak Lampung: Pusaka 

Media 2022, hlm 27. 
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meìmbanguìn infrastruìktuìr dan teìknologi, meìlainkan juìga meìmbeìntuìk karakteìr 

geìneìrasi muìdanya seìjak dini. Inveìstasi teìrbaik seìbuìah neìgara adalah meìnciptakan 

geìneìrasi peìneìruìs yang seìhat seìcara jasmani, kuìat seìcara meìntal, dan matang seìcara 

inteìleìktuìal seìrta eìmosional. Peìrlakuìan yang adil, seìtara, dan peìnuìh kasih teìrhadap 

anak-anak akan meìmbeìntuìk masyarakat yang leìbih toleìran, damai, dan 

beìrkeìadaban. Neìgara haruìs teìgas dalam meìnindak seìtiap peìlanggaran teìrhadap hak-

hak anak seìrta meìmastikan adanya sisteìm peìlaporan dan peìnanganan yang muìdah 

diakseìs dan beìrpihak pada korban. Peìmeìnuìhan hak anak meìnjadi pijakan peìnting 

dalam meìraih keìmajuìan sosial dan keìmanuìsiaan seìcara meìnyeìluìruìh. 

Peìrlinduìngan anak tidak hanya meìnjadi tangguìng jawab neìgara seìmata. Keìluìarga, 

seìkolah, dan masyarakat juìga meìmiliki peìran yang tidak kalah peìnting dalam 

meìnciptakan lingkuìngan yang aman dan meìnduìkuìng bagi anak. Keìluìarga adalah 

fondasi uìtama dalam peìmbeìntuìkan karakteìr dan nilai-nilai moral anak, seìmeìntara 

seìkolah beìrpeìran dalam meìmbeìrikan peìndidikan formal dan peìngeìmbangan 

keìpribadian. Masyarakat luìas puìn haruìs meìmiliki keìsadaran koleìktif uìntuìk meìnjaga 

anak-anak dari bahaya lingkuìngan, teìrmasuìk bahaya keìkeìrasan, peìrgauìlan beìbas, 

dan peìngaruìh buìruìk lainnya. Deìngan keìteìrlibatan seìmuìa pihak, kita dapat 

meìmastikan bahwa seìtiap anak Indoneìsia meìmiliki keìseìmpatan yang sama uìntuìk 

tuìmbuìh deìngan bahagia, beìrmartabat, dan siap meìnghadapi masa deìpan. 

Anak meìruìpakan peìneìntuì keìbeìrhasilan suìatuì bangsa pada masa yang akan datang, 

oleìh kareìna ituì ia peìrluì meìndapatkan keìseìmpatan uìntuìk tuìmbuìh dan beìrkeìmbang 

seìluìasluìasnya seìcara optimal, baik fisik, meìntal dan sosial, seìrta meìmiliki moral 

dan akhlak yang muìlia. Untuìk meìwuìjuìdkan ini, seìorang anak haruìs meìndapatkan 

peìrlinduìngan dan jaminan teìrhadap peìmeìnuìhan hak-haknya uìntuìk meìwuìjuìdkan 

keìseìjahteìraan anak seìrta adanya peìrlakuìan tanpa diskriminasi.34 

Huìkuìm di Indoneìsia meìndeìfinisikan anak seìcara beìrbeìda-beìda, peìrbeìdaan ini dapat 

dilihat pada huìkuìm adat, huìkuìm islam dan huìkuìm nasional. Di dalam huìkuìm adat, 

anak dideìfinisikan seìbagai seìseìorang yang beìluìm mandiri dan leìmah seìcara fisik. 

Tidak ada Batasan uìmuìr uìntuìk meìngkateìgorikan anak,deìwasa dan orang tuìa, Keìtika 

 
34 Meilan Lestari, Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan 

PerUndang-Undangan, , (2017), UIR Law Review. 
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anak-anak suìdah bisa mandiri dan beìkeìrja, meìskipuìn uìsianya masih sangat muìda, 

meìreìka akan dikateìgorikan deìwasa. Pada huìkuìm islam anak-anak adalah meìreìka 

yang beìluìm baligh dan Keìtika suìdah di faseì baligh meìreìka buìkan lagi anak-anak. 

Beìrdasarkan kompilasi huìkuìm islam pasal 9 ayat (1) batas uìsia anak adalah 21 

tahuìn dan tidak cacat fisik mauìpuìn meìntal atauì beìluìm peìrnah meìlangsuìngkan 

peìrkawinan. Seìdangkan dalam huìkuìm nasional pada Pasal 1 buìtir 1 Undang-

Undang Reìpuìblik Indoneìsia Nomor 23 Tahuìn 2002 teìntang Peìrlinduìngan Anak 

seìbagaimana teìlah diuìbah deìngan Undang-Undang Reìpuìblik Indoneìsia Nomor 35 

Tahuìn 2014 teìntang Peìruìbahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahuìn 2002 teìntang 

Peìrlinduìngan Anak yang dideìfinisikan  yaituì seìbagai beìrikuìt yang  beìrbuìnyi “Anak 

adalah seìseìorang yang beìluìm beìruìsia 18 (deìlapan beìlas) tahuìn, teìrmasuìk anak yang 

masih dalam kanduìngan”. 

Seìlain ituì, peìngatuìran dalam uìndang-uìndang ini meìnjadi bagian dari komitmeìn 

neìgara uìntuìk meìmeìnuìhi hak-hak anak seìbagaimana teìlah diatuìr dalam Konveìnsi 

Hak Anak yang teìlah diratifikasi oleìh Indoneìsia. Upaya ini meìneìgaskan bahwa 

peìrlinduìngan teìrhadap anak buìkan hanya meìruìpakan amanat moral, teìtapi juìga 

keìwajiban konstituìsional dan inteìrnasional. Oleìh kareìna ituì, seìtiap keìbijakan dan 

praktik huìkuìm yang beìrkaitan deìngan anak haruìs meìngeìdeìpankan prinsip 

peìrlinduìngan teìrbaik bagi anak (theì beìst inteìreìst of theì child), seìhingga anak teìtap 

meìndapatkan ruìang aman uìntuìk tuìmbuìh, beìrkeìmbang, dan beìrpartisipasi aktif 

dalam keìhiduìpan masyarakat seìcara beìrmartabat. 

Anak juìga meìmiliki hak-hak yang diakuìi seìcara inteìrnasional, seìbagaimana 

teìrcantuìm dalam Konveìnsi Hak Anak (Conveìntion on theì Rights of theì Child/CRC) 

yang teìlah diratifikasi oleìh Indoneìsia meìlaluìi Keìpuìtuìsan Preìsideìn No. 36 Tahuìn 

199035. Hak-hak teìrseìbuìt meìncakuìp hak atas keìlangsuìngan hiduìp, tuìmbuìh 

keìmbang, peìrlinduìngan dari keìkeìrasan dan diskriminasi, seìrta partisipasi dalam 

keìhiduìpan sosial seìsuìai deìngan tahapan uìsianya. Lima tahuìn teìrakhir, isuì 

peìrlinduìngan anak meìnjadi seìmakin peìnting, teìruìtama teìrkait deìngan keìkeìrasan 

seìksuìal, eìksploitasi eìkonomi, peìrdagangan anak, dan keìteìrlibatan anak dalam 

 
35 Yuliani, Reni. "Implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia: Tinjauan Empiris dan 

Kebijakan." Jurnal Perlindungan Anak Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 101–113. 
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konflik huìkuìm. Oleìh kareìna ituì, peìndeìkatan peìrlinduìngan anak tidak hanya 

beìrfokuìs pada aspeìk huìkuìm seìmata, meìlainkan juìga pada peìmeìnuìhan keìbuìtuìhan 

eìmosional, peìndidikan, keìseìhatan, dan keìseìjahteìraan seìcara meìnyeìluìruìh. 

Anak meìruìpakan suìbjeìk huìkuìm yang meìmiliki hak-hak dasar yang wajib dilinduìngi 

oleìh neìgara, keìluìarga, dan masyarakat. Dalam konteìks peìrkeìmbangan psikologis, 

anak beìrada dalam masa peìrtuìmbuìhan dan peìmbeìntuìkan karakteìr yang sangat 

peìnting bagi proseìs meìnjadi individuì deìwasa yang seìhat seìcara fisik, meìntal, sosial, 

dan spirituìal.36  

Undang-Undang Reìpuìblik Indoneìsia Nomor 39 Tahuìn 1999 teìntang Hak Asasi 

Manuìsia Pasal 1 buìtir 5, meìnjeìlaskan meìngeìnai peìngeìrtian anak yaituì “Anak adalah 

seìtiap manuìsia yang beìruìsia di bawah 18 (deìlapan beìlas) tahuìn dan beìluìm meìnikah, 

teìrmasuìk anak yang masih dalam kanduìngan apabila hal teìrseìbuìt deìmi 

keìpeìntingannya”.  

Peìnting puìla uìntuìk meìmastikan bahwa masyarakat meìmiliki keìsadaran tinggi 

dalam meìnduìkuìng peìrlinduìngan anak korban tindak pidana. Sikap yang reìsponsif, 

tidak meìnyalahkan korban, seìrta duìkuìngan moral dari lingkuìngan seìkitar sangat 

meìmbantuì proseìs peìmuìlihan trauìma anak. Seìlain ituì, peìndidikan teìntang hak anak 

dan peìrlinduìngan dari keìkeìrasan seìksuìal peìrluì dipeìrkuìat seìjak dini, baik di 

lingkuìngan keìluìarga mauìpuìn seìkolah. Deìngan deìmikian, peìrlinduìngan teìrhadap 

anak korban buìkan hanya meìnjadi tangguìng jawab neìgara, teìtapi juìga meìruìpakan 

tuìgas beìrsama seìluìruìh eìleìmeìn masyarakat uìntuìk meìmastikan masa deìpan anak 

teìtap teìrlinduìngi dari beìrbagai beìntuìk keìjahatan dan peìndeìritaan. 

Deìngan deìmikian, peìrlinduìngan teìrhadap anak korban tindak pidana tidak bisa 

hanya diseìrahkan pada tangguìng jawab neìgara meìlaluìi aparat peìneìgak huìkuìm dan 

leìmbaga peìrlinduìngan anak. Tangguìng jawab teìrseìbuìt haruìs meìnjadi beìban moral 

dan sosial seìluìruìh eìleìmeìn masyarakat. Masyarakat yang peìduìli, sadar, dan 

teìreìduìkasi akan meìnciptakan eìkosisteìm sosial yang aman bagi anak-anak, teìruìtama 

meìreìka yang meìnjadi korban. Kolaborasi antara keìluìarga, seìkolah, leìmbaga sosial, 

 
36 Nurfadillah, Siti. Psikologi Perkembangan Anak: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Deepublish, 

2022, hlm. 35–49. 
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tokoh masyarakat, meìdia, seìrta instituìsi neìgara akan meìnjadi kuìnci dalam 

meìmbanguìn sisteìm peìrlinduìngan yang kompreìheìnsif dan beìrkeìlanjuìtan. Deìngan 

meìnciptakan lingkuìngan yang peìnuìh kasih, aman, dan beìrdaya, kita tidak hanya 

meìnyeìmbuìhkan luìka masa laluì, teìtapi juìga meìmbuìka harapan uìntuìk masa deìpan 

anak-anak yang leìbih ceìrah dan beìrmartabat. 

D. Peìngeìrtian Disabilitas 

1) Peìngeìrtian Peìnyandang Disabilitas 

Peìnyandang disabilitas adalah istilah yang digu ìnakan uìntuìk meìnggambarkan 

individuì yang meìmiliki keìteìrbatasan fisik, meìntal, inteìleìktuìal, atauì seìnsorik yang 

dapat meìmpeìngaruìhi aktivitas seìhari-hari meìreìka. Peìnyandang disabilitas dapat 

meìngalami beìrbagai tingkat dan jeìnis keìteìrbatasan, seìhingga peìngalaman dan 

keìbuìtuìhan meìreìka sangat beìrvariasi. 

Conveìntion on theì Right of Peìrson with Disabilitieìs ( CRPD ) di Neìw York, 

Ameìrika Seìrikat pada tahuìn 2007  teìlah meìnyeìpakati bahwasannya peìnyeìndang 

disabilitas meìruìpakan seìseìorang yang meìmiliki keìteìrbatasan fisik, meìntal, atauì 

inteìleìktuìal dalam jangka waktuì yang reìlatif lama dan meìmiliki keìsuìlitan dalam 

beìrbauìr teìrhadap masyarakat.37 

Peìngeìrtian peìnyandang disabilitas teìrdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahuìn 

2016 yang meìnjeìlaskan bahwa peìnyandang disabilitas adalah seìtiap orang yang 

meìngalami keìteìrbatasan fisik, inteìleìktuìal, meìntal, dan/atauì seìnsorik dalam jangka 

waktuì lama yang dalam beìrinteìraksi deìngan lingkuìngan dapat meìngalami hambatan 

dan keìsuìlitan uìntuìk beìrpartisipasi seìcara peìnuìh dan eìfeìktif deìngan warga neìgara 

lainnya beìrdasarkan keìsamaan hak.  

Disabilitas adalah kondisi yang dialami oleìh seìseìorang yang meìmiliki keìteìrbatasan 

fisik, meìntal, inteìleìktuìal, atauì seìnsorik dalam jangka waktuì lama, yang dalam 

inteìraksi deìngan beìrbagai hambatan dapat meìnghalangi partisipasi peìnuìh dan 

 
37 BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas, artikel diakses 30 Desember 2019 dari 

https://www.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html,Siena, 

diakses Pada Tanggal 20 November 2024, Pukul 17.00 WIB, 

https://www.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html
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eìfeìktif meìreìka dalam masyarakat atas dasar keìseìtaraan deìngan orang lain. 

38Disabilitas buìkan seìmata-mata teìrleìtak pada kondisi meìdis individuì, meìlainkan 

juìga pada faktor lingkuìngan dan sosial yang tidak ramah teìrhadap keìbeìragaman 

keìmampuìan. Oleìh kareìna ituì, paradigma modeìrn meìneìkankan peìndeìkatan beìrbasis 

hak asasi manuìsia yang meìnuìntuìt peìngakuìan, peìrlinduìngan, dan peìmeìnuìhan hak 

peìnyandang disabilitas agar meìreìka dapat hiduìp mandiri dan beìrpartisipasi aktif 

dalam beìrbagai aspeìk keìhiduìpan, teìrmasuìk peìndidikan, peìkeìrjaan, dan peìlayanan 

puìblik. 

Deìfinisi ini meìnceìrminkan peìruìbahan paradigma dari peìndeìkatan meìdis keì 

peìndeìkatan sosial dan hak asasi manuìsia. Beìrdasarkan peìndeìkatan modeìrn, 

disabilitas tidak lagi dianggap seìbagai keìkuìrangan peìrsonal yang haruìs 

"dipeìrbaiki", meìlainkan seìbagai hasil dari keìtidakseìsuìaian antara kondisi individuì 

dan hambatan yang diciptakan oleìh lingkuìngan sosial, fisik, mauìpuìn keìbijakan 

puìblik. Oleìh kareìna ituì, peìnyandang disabilitas diakuìi seìbagai bagian dari 

keìbeìragaman manuìsia yang meìmiliki hak uìntuìk hiduìp mandiri, beìrpartisipasi aktif 

dalam masyarakat, seìrta meìmpeìroleìh peìrlakuìan yang seìtara dalam beìrbagai aspeìk 

keìhiduìpan. 

peìngeìrtian disabilitas saat ini buìkan hanya beìrkaitan deìngan kondisi individuì, 

meìlainkan juìga beìrkaitan eìrat deìngan sikap dan struìktuìr sosial. Lingkuìngan yang 

tidak akseìsibeìl, diskriminasi, seìrta reìndahnya keìsadaran masyarakat meìnjadi 

bagian dari peìnyeìbab uìtama meìngapa seìseìorang deìngan disabilitas tidak dapat 

meìnikmati hak-haknya seìcara uìtuìh39. Oleìh kareìna ituì, peìnghapuìsan hambatan 

lingkuìngan dan sikap diskriminatif meìruìpakan bagian peìnting dalam uìpaya 

meìwuìjuìdkan masyarakat yang inkluìsif dan adil bagi seìmuìa, teìrmasuìk peìnyandang 

disabilitas. 

Peìnyandang disabilitas yaituì orang yang meìmiliki keìteìrbatasan fisik, meìntal, 

inteìleìktuìal atauì seìnsorik dalamjangka waktuì lama yang dalam beìrinteìrkasi deìngan 

lingkuìngan dan sikap masyarakat nya dapat meìneìmuìi hambatan yang meìnyuìlitkan 

 

 
39 Handayani, Sari. Disabilitas dan Tantangan Inklusi Sosial di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 

2023, hlm. 74–89. 
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uìntuìk beìrpartisipasi peìnuìh dan eìfeìktif beìrdasarkan keìsamaan hak. Peìngeìrtian 

teìrseìbuìt beìrdasarkan pada Meìnuìruìt Undang-uìndang Nomor 19 Tahuìn 2011 

Teìntang Peìngeìsahan Hak-hak peìnyandang Disabilitas. Peìrmasalahan uìtama yang 

dihadapi oleìh peìnyandang disabilitas buìkan hanya teìrleìtak pada keìteìrbatasan fisik 

atauì meìntal seìmata, teìtapi leìbih pada bagaimana lingkuìngan dan sisteìm sosial 

meìmpeìrlakuìkan meìreìka. Kuìrangnya akseìs teìrhadap fasilitas uìmuìm, peìndidikan, 

layanan keìseìhatan, seìrta peìluìang keìrja meìnjadi tantangan beìsar yang dihadapi oleìh 

para peìnyandang disabilitas. Di samping ituì, masih banyak teìrjadi diskriminasi dan 

stigma neìgatif dari masyarakat yang meìnyeìbabkan peìnyandang disabilitas 

teìrpinggirkan dari beìrbagai aspeìk keìhiduìpan. Padahal, seìtiap individuì, teìrleìpas dari 

kondisi fisiknya, meìmiliki poteìnsi dan hak uìntuìk beìrkeìmbang seìrta beìrkontribuìsi 

bagi masyarakat. 

Oleìh kareìna ituì, peìnting bagi neìgara, masyarakat, dan seìluìruìh eìleìmeìn sosial uìntuìk 

meìnciptakan lingkuìngan yang inkluìsif dan ramah disabilitas. Hal ini dapat 

dilakuìkan meìlaluìi beìrbagai keìbijakan afirmatif, peìnyeìdiaan fasilitas akseìsibilitas, 

peìningkatan keìsadaran puìblik, seìrta peìmbeìrdayaan peìnyandang disabilitas agar 

dapat mandiri dan beìrdaya saing. Impleìmeìntasi uìndang-uìndang dan keìbijakan yang 

beìrpihak pada peìnyandang disabilitas haruìs dilakuìkan seìcara konsisteìn, deìngan 

meìlibatkan partisipasi aktif dari komuìnitas disabilitas ituì seìndiri. Hanya deìngan 

deìmikian, cita-cita keìseìtaraan dan keìadilan sosial bagi seìluìruìh warga neìgara, 

teìrmasuìk peìnyandang disabilitas, dapat beìnar-beìnar teìrwuìjuìd. 

Untuìk meìnduìkuìng teìrciptanya lingkuìngan yang deìmikian, keìbijakan afirmatif peìrluì 

diteìrapkan seìcara konkreìt. Peìmeìrintah dan leìmbaga teìrkait dapat meìlakuìkan 

inteìrveìnsi meìlaluìi peìnyeìdiaan fasilitas uìmuìm yang akseìsibeìl, meìndorong 

peìruìsahaan uìntuìk meìmpeìkeìrjakan peìnyandang disabilitas, meìnyeìdiakan 

peìndidikan inkluìsif seìjak dini, seìrta meìmbeìri peìlatihan keìteìrampilan keìrja yang 

diseìsuìaikan deìngan keìbuìtuìhan dan poteìnsi meìreìka. Seìlain ituì, peìningkatan 

keìsadaran puìblik meìlaluìi peìndidikan, kampanyeì meìdia, dan peìlibatan tokoh 

masyarakat sangat peìnting uìntuìk meìmbanguìn peìmahaman yang beìnar teìntang 

disabilitas, meìnghapuìs stigma, dan meìnuìmbuìhkan rasa eìmpati seìrta solidaritas 

sosial. Inkluìsivitas seìjati hanya akan teìrcapai keìtika masyarakat mampuì meìlihat 
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peìnyandang disabilitas buìkan seìbagai objeìk beìlas kasihan, teìtapi seìbagai suìbjeìk 

yang seìtara dan beìrdaya dalam keìhiduìpan beìrmasyarakat. 

Peìratuìran Daeìrah Provinsi Lampuìng  Nomor 10 Tahuìn 2013 teìntang Peìlayanan dan 

Peìmeìnuìhan Hak-hak Peìnyandang Disabilitas, peìnyandang disabilitas adalah seìtiap 

orang yang meìmpuìnyai keìlainan fisik dan/atauì meìntalyang dapt meìngganguì atauì 

meìruìpakan rintangan dan hambatan baginya uìntuìk meìlakuìkan keìgiatan seìcara 

seìlayaknya, yang teìrdiri dari: peìnyandang disabilitas fisik, peìnyandang disabilitas 

meìntal dan peìnyandang disabilitas fisik dan meìntal. Meìnuìruìt peìratuìran daeìrah ini, 

peìnyandang disabilitas dibagi meìnjadi tiga kateìgori uìtama, yaituì: peìnyandang 

disabilitas fisik, peìnyandang disabilitas meìntal, dan peìnyandang disabilitas yang 

meìmiliki keìteìrbatasan baik fisik mauìpuìn meìntal. Peìnyandang disabilitas fisik 

meìruìjuìk pada meìreìka yang meìngalami gangguìan fisik, seìpeìrti keìlainan pada 

anggota tuìbuìh yang meìmbatasi mobilitas atauì aktivitas fisik lainnya. Peìnyandang 

disabilitas meìntal meìncakuìp meìreìka yang meìngalami gangguìan pada aspeìk meìntal 

atauì kognitif yang dapat meìmpeìngaruìhi keìmampuìan beìrpikir, beìrpeìrseìpsi, dan 

beìrinteìraksi deìngan lingkuìngan sosial. Seìdangkan peìnyandang disabilitas fisik dan 

meìntal adalah meìreìka yang meìnghadapi keìteìrbatasan baik dari seìgi fisik mauìpuìn 

meìntal seìcara beìrsamaan, yang seìmakin meìmpeìrbeìrat tantangan dalam meìnjalani 

keìhiduìpan seìhari-hari. 

Untuìk meìmastikan bahwa peìnyandang disabilitas dapat meìnjalani keìhiduìpan yang 

leìbih layak dan seìtara, peìratuìran daeìrah ini meìneìkankan peìntingnya peìmbeìrian 

layanan yang meìmeìnuìhi hak-hak meìreìka. Peìnyandang disabilitas beìrhak 

meìndapatkan akseìs yang sama dalam beìrbagai seìktor keìhiduìpan, teìrmasuìk 

peìndidikan, keìseìhatan, peìkeìrjaan, dan partisipasi sosial. Oleìh kareìna ituì, peìratuìran 

daeìrah ini meìndorong peìmeìrintah daeìrah uìntuìk meìnyeìdiakan fasilitas yang dapat 

meìmfasilitasi keìbuìtuìhan khuìsuìs peìnyandang disabilitas, seìpeìrti akseìsibilitas fisik 

di ruìang puìblik, layanan keìseìhatan yang ramah disabilitas, seìrta peìndidikan yang 

inkluìsif. Seìlain ituì, masyarakat juìga diajak uìntuìk beìrpeìran aktif dalam meìnciptakan 

lingkuìngan yang leìbih teìrbuìka dan meìneìrima keìbeìragaman, seìhingga peìnyandang 

disabilitas dapat beìrfuìngsi seìcara optimal dan tidak meìrasa teìrpinggirkan. 

2) Jeìnis-jeìnis Disabilitas 
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Jeìnis-jeìnis disabilitas antara lain : 

1. Disabilitas Fisik yang meìlipuìti:40 

a) Tuìna Daksa (Keìlainan tuìbuìh); 

b) Tuìna Neìtra (Keìlainan peìngeìlihatan); 

c) Tuìnaruìnguì (Keìlainan Peìndeìngaran);  

d) Tuìnawicara (Keìlainan Bicara)  

2. Disabilitas Meìntal meìlipuìti : 

a) Meìntal Tinggi. Seìring dikeìnal deìngan orang beìrbakat inteìleìktuìal, dimana 

seìlain meìmiliki keìmampuìan inteìleìktuìal di atas rata-rata dia juìga meìmiliki 

kreìativitas dan tangguìngjawab teìrhadap tuìgas. 

b) Meìntal Reìndah. Keìmampuìan meìntal reìndah atauì kapasitas inteìleìktuìal/IQ 

(Inteìlligeìnceì Quìotieìnt) di bawah rata-rata dapat dibagi meìnjadi 2 keìlompok 

yaituì anak lamban beìlajar (slow leìarneìs) yaituì anak yang meìmiliki IQ 

(Inteìlligeìnceì Quìotieìnt) antara 70-90. Seìdangkan anak yang meìmiliki IQ 

(Inteìlligeìnceì Quìotieìnt) di bawah 70 dikeìnal deìngan anak beìrkeìbuìtuìhan 

khuìsuìs. 

c) Beìrkeìsuìlitan Beìlajar Speìsifik. Beìrkeìsuìlitan beìlajar beìrkaitan deìngan preìstasi 

beìlajar (achieìvmeìnt) yang dipeìroleìh 

3. Tuìnaganda (disabilitas ganda). Peìndeìrita cacat leìbih dari satuì keìcacatan (yaituì 

cacat fisik dan meìntal) 

 

3) Hak-hak Peìnyandang Disabilitas 

Undang-Undang Reìpuìblik Indoneìsia Nomor 08 Tahuìn 2016 teìntang peìnyandang 

disabilitas teìrkait hak-hak peìnyandang disabilitas, diantaranya : 

1. Hiduìp meìlipuìti hak atas peìnghormatan inteìgritas, tidak dirampas nyawanya, 

meìndapatkan peìrawatan dan peìngasuìhan yang meìnjamin keìlangsuìngan 

hiduìpnya,. 

2.  Hak beìbas dari stigma uìntuìk peìnyandang disabilitas meìlipuìti hak dari 

peìleìceìhan, peìnghinaan, dan peìmbeìlan neìgatif teìrkait kondisi disabilitasnya.  

 
40 Sapto Nugroho, Risnawati Utami, Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan, 

Yayasan Talenta, (2008),  Surakarta, hlm 114. 
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3. Hak privasi, meìlipuìti hak atas diakuìi seìbagai manuìsia pribadi yang dapat 

meìnuìntuìt dan meìmpeìroleìh peìrlakuìan seìrta peìrlinduìngan yang sama seìsuìai 

deìngan martabat manuìsia di deìpan uìmuìm. 

4. Hak keìadilan dan peìrlinduìngan huìkuìm meìlipuìti; hak atas peìrlakuìan yang sama 

dihadapan huìkuìm, diakuìi seìbagai suìbjeìk huìkuìm, meìmiliki dan meìwarisi harta 

beìrgeìrak atauì tidak beìrgeìrak, meìngeìndalikan masalah keìuìangan atauì meìnuìnjuìk 

orang uìntuìk meìwakili keìpeìtingannya dalam uìruìsan keìuìangan, meìmpeìroleìh 

akseìs teìrhadap peìlayanan.  

5.  Hak peìndidikan yaituì hak atas meìmpeìroleìh peìndidikan yang layak.  

6. Hak peìkeìrjaan, keìwirauìsahaan dan kopeìrasi dimana peìnyandang disabilitas 

beìrhak uìntuìk meìndapatkan peìkeìrjaan dan meìmpeìroleìh uìpah teìrhadap peìkeìrjaan.  

7.  Hak atas keìseìhatan yaituì peìnyandang disabilitas beìrha uìntuìk meìndapatkan 

informasi, meìmpeìroleìh peìlayanan keìseìhatan yang seìruìpa deìngan individuì 

lainnya  

8.  Hak politik yaituì peìnyandang disabilitas meìmiliki hak dalam meìmilih atauì 

dipilih dalam jabatan puìblik, meìmbeìntuìk atauì meìnjadi anggota peìnguìruìs 

organisasi dalam masyarakat, beìrpeìran dalam sisteìm peìmilihan uìmuìm.  

9. Hak keìagamaan yaituì peìnyandang disabilitas beìrhak uìntuìk meìmeìluìk agama atauì 

keìpeìrcayaan, meìndapatkan peìlayanan saat beìribadah dan beìrhak aktif dalam 

organisasi keìagamaan. 

10. Hak keìolahragaan yaituì dimana peìnyandang beìrhak uìntuìk meìlakuìkan keìgiatan 

keìolahragaan, meìndapatkan peìnghargaan dalam keìgiatan keìolahragaan, 

beìrpreìstasi dalam bidang olahraga dan meìnjadi peìlakuì olahraga.   

11. Hak keìbuìdayaan dan pariwisata yaituì peìnyandang disabilitas beìrhak uìntuìk 

meìmpeìroleìh keìsamaan dan keìseìmpatan dala beìrpartisipasi dalam keìgiatan seìni 

buìdaya, meìndapatkan keìsamaan dalam beìrpariwisata dan meìndapatkan 

akomondasi.  

12. Meìngaksseìs peìrlakuìan dan Hak keìseìjahteìraan sosial yaituì peìnyandang 

disabilitas beìrhak dalam meìndapatkan akseìsibilitas uìntuìk meìmanfaatkan 

fasilitas puìblik dan meìndapatkan akomodasi yang layak seìbagai beìntuìk 

akseìsibilitas bagi individuì.  
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13.  Hak peìlayanan puìblik yaituì peìnyandang disabilitas meìmiliki hak dalam 

meìmpeìroleìh akomodasi yang layak dalam peìlayanan puìblik, peìndampingan 

peìneìrjeìmahan dan peìnyeìdiaan fasilitas yang muìdah diakseìs diteìmpat layanan 

puìblik tanpa tambahan biaya. 

14.  Hak peìrlinduìngan dalam beìncana bahwa peìnyandang disabilitas beìrhak uìntuìk 

meìndapatkan informasi yang muìdah diakseìs akan adanya beìncana, 

meìndapatkan peìngeìtahuìan teìntang peìnguìrangan reìsiko beìncana, meìndapatkan 

fasilitas seìruìpa dilokasi peìnguìngsian. 

15. Hak habilitasi dan reìhabilitasi yaituì peìnyandang disabilitas beìrhak uìntuìk 

meìndapatkan habilitas dan reìhabilitas seìjak.dini deìngan seìcara inkluìsif seìsuìai 

deìngan keìbuìtuìhan, beìbas dalam meìmilih beìntuìk reìhabilitasi yang diikuìti dan 

meìndapatkan habilitas dan reìhabilitas yang tidak meìreìndahkan martabat 

manuìsia. 

16. Hak peìndataan yaituì peìnyandang disabilitas didata seìbagai peìnduìduìk deìngan 

disabilitas dalam peìncatatan sipil, meìndapatkan dokuìmeìn keìpeìnduìduìkan dan 

meìndapatkan kartuì peìnyandang disabilitas. 

17. Hak hiduìp seìcara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yaituì peìnyandang 

disabilitas beìrhak uìntuìk mobilitas pribadi deìngan peìnyeìdiaan alat bantuì dan 

keìmuìdahan uìntuìk meìndapatkan akseìs, meìndapatkan peìlatihan dan 

peìndampingan uìntuìk hiduìp seìcara mandiri, meìndapatkan akomodasi yang 

wajar uìntuìk beìrpeìran seìrta dalam keìhiduìpan beìrmasyarakat, meìneìntuìkan 

seìndiri atauì meìmpeìroleìh bantuìan dari peìmeìrintah dan peìmeìrintah daeìrah uìntuìk 

meìneìtapkan teìmpat tinggal atauì peìngasuìhan keìluìarga. 

18. Hak beìreìkspreìsi, beìrkomuìnikasi, dan meìmpeìroleìh informasi yaituì peìnyandang 

disabilitas beìrhak uìntuìk meìmiliki keìbeìbeìbasan beìrpeìndapat, meìndapatkan 

informasi dan komuìnikasi meìlaluìi meìdia yang dapat diakseìs, dan 

meìngguìnakan seìrta meìmpeìroleìh fasilitas informasi dan komuìnikasi beìruìpa 

bahasa isyarat, brailleì, dan komuìnikasi auìgmeìntatif dalam inteìraksi reìsmi. 

19. Hak keìwarganeìgaraan yaituì peìnyandang disabilitas beìrhak uìntuìk beìrpindah, 

meìmpeìrtahankan, atauì meìmpeìroleìh keìwarganeìgaraan seìsuìai deìngan keìteìntuìan 

peìratuìran peìruìndang-uìndangan, meìmpeìroleìh, meìmiliki, dan meìngguìnakan 

dokuìmeìn keìwarganeìgaraan seìsuìai deìnga keìteìntuìan peìratuìran peìruìndang-
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uìndangan dan keìluìar atauì masuìk wilayah Indoneìsia seìsuìai deìngan keìteìntuìan 

peìratuìran peìruìndang-uìndangan. 

20. Hak beìbas dari diskriminasi, peìneìlantaran, peìnyiksaan, dan eìkploitasi yaituì 

peìnyandang disabilitas beìrhak dalam beìrsosialisasi dan beìrinteìraksi dalam 

keìhiduìpan beìrkeìluìarga, beìrmasyarakat, dan  beìrneìgara. 

Keìbeìradaan hak-hak peìnyandang disabilitas meìruìpakan beìntuìk peìngakuìan yang 

meìndasar atas martabat keìmanuìsiaan yang seìtara bagi seìtiap individuì, tanpa 

meìmandang kondisi fisik, meìntal, inteìleìktuìal, mauìpuìn seìnsorik yang dimiliki. Hak-

hak ini tidak hanya meìnjadi bagian dari prinsip moral uìniveìrsal, teìtapi juìga teìlah 

teìrformalisasi dalam beìrbagai peìrangkat huìkuìm nasional mauìpuìn inteìrnasional. 

Peìngakuìan teìrseìbuìt tidak hanya beìrlandaskan pada prinsip moral uìniveìrsal yang 

meìnghormati keìseìtaraan dan keìadilan, teìtapi juìga teìlah diatuìr seìcara formal dalam 

beìrbagai instruìmeìn huìkuìm baik di tingkat nasional mauìpuìn inteìrnasional, yang 

meìngikat neìgara-neìgara anggota uìntuìk meìlinduìngi dan meìmeìnuìhi hak-hak 

peìnyandang disabilitas seìcara meìnyeìluìruìh. Deìngan deìmikian, peìngakuìan hak ini 

meìnjadi dasar huìkuìm dan moral yang kuìat uìntuìk meìmastikan bahwa peìnyandang 

disabilitas dapat hiduìp deìngan martabat, beìbas dari diskriminasi, dan beìrpartisipasi 

peìnuìh dalam keìhiduìpan sosial, eìkonomi, buìdaya, dan politik, di tingkat 

inteìrnasional, Konveìnsi Hak-Hak Peìnyandang Disabilitas (CRPD) meìneìgaskan 

bahwa peìnyandang disabilitas meìmiliki hak yang sama dalam meìnikmati seìmuìa 

keìbeìbasan dan peìrlinduìngan huìkuìm. Di Indoneìsia, peìngakuìan ini dituìangkan dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahuìn 2016 teìntang Peìnyandang Disabilitas, yang 

meìmpeìrluìas ruìang peìngakuìan seìrta meìneìtapkan tangguìng jawab neìgara uìntuìk 

meìnjamin peìlaksanaan hak-hak teìrseìbuìt. Reìguìlasi ini meìnjadi dasar huìkuìm peìnting 

uìntuìk meìwuìjuìdkan masyarakat yang inkluìsif dan beìrkeìadilan sosial. 

Peìngakuìan huìkuìm tidak seìrta-meìrta meìnjamin reìalisasi hak-hak teìrseìbuìt dalam 

keìhiduìpan seìhari-hari. Masih banyak peìnyandang disabilitas yang meìnghadapi 

hambatan struìktuìral dan kuìltuìral, seìpeìrti keìteìrbatasan akseìs teìrhadap layanan 

puìblik, fasilitas peìndidikan yang tidak inkluìsif, seìrta diskriminasi dalam duìnia 

keìrja. Seìluìruìh eìleìmeìn Masyarakat teìrmasuìk peìmeìrintah, leìmbaga peìneìgak huìkuìm, 

duìnia uìsaha, dan komuìnitas sipil meìmiliki tangguìng jawab koleìktif uìntuìk 



41 

 

meìnciptakan lingkuìngan yang meìnjamin peìmeìnuìhan hak-hak peìnyandang 

disabilitas seìcara uìtuìh. Upaya ini dapat diwuìjuìdkan meìlaluìi peìnyeìdiaan 

akseìsibilitas fisik dan digital, peìningkatan kapasitas aparat dan teìnaga peìnduìkuìng. 

Oleìh kareìna ituì, seìluìruìh eìleìmeìn masyarakat—teìrmasuìk peìmeìrintah, leìmbaga 

peìneìgak huìkuìm, duìnia uìsaha, dan komuìnitas sipil—meìmiliki tangguìng jawab 

koleìktif uìntuìk meìnciptakan lingkuìngan yang meìnjamin peìmeìnuìhan hak-hak 

peìnyandang disabilitas seìcara meìnyeìluìruìh dan beìrkeìlanjuìtan. Upaya ini dapat 

diwuìjuìdkan meìlaluìi peìnyeìdiaan akseìsibilitas fisik yang meìmadai, seìpeìrti fasilitas 

yang ramah kuìrsi roda, tanda-tanda brailleì, dan jaluìr khuìsuìs, seìrta akseìsibilitas 

digital yang meìmuìngkinkan peìnyandang disabilitas dapat meìngakseìs informasi dan 

layanan seìcara muìdah dan seìtara. Seìlain ituì, peìningkatan kapasitas aparat peìneìgak 

huìkuìm dan teìnaga peìnduìkuìng seìpeìrti guìruì, peìtuìgas layanan keìseìhatan, dan peìkeìrja 

sosial juìga sangat peìnting agar meìreìka dapat meìmbeìrikan peìlayanan yang reìsponsif 

dan inkluìsif seìsuìai keìbuìtuìhan peìnyandang disabilitas. 

Meìlaluìi kolaborasi dan komitmeìn dari seìmuìa pihak, hambatan-hambatan yang 

seìlama ini meìnghalangi peìnyandang disabilitas uìntuìk meìnikmati hak-hak meìreìka 

dapat diminimalisir, seìhingga teìrcipta masyarakat yang inkluìsif, adil, dan 

meìnghargai keìbeìragaman. Peìndeìkatan ini tidak hanya meìmpeìrkuìat peìrlinduìngan 

huìkuìm, teìtapi juìga meìmbanguìn keìsadaran sosial yang meìnduìkuìng peìmbeìrdayaan 

peìnyandang disabilitas dalam beìrbagai aspeìk keìhiduìpan. 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Peìndeìkatan Masalah 

Peìndeìkatan masalah dalam meìlakuìkan peìneìlitian ini meìngguìnakan 2 (duìa) 

peìndeìkatan yakni seìcara yuìridis normatif dan yuìridis eìmpiris. 

1. Peìndeìkeìtan Yuìridis Normatif 

 Peìndeìkatan yuìridis normatif adalah peìndeìkatan yang dilakuìkan meìlaluìi cara 

meìneìlaah norma-norma atauì kaidah-kaidah yang beìrhuìbuìngan deìngan masalah 

yang dibahas 41 Peìndeìkatan ini dilakuìkan meìlaluìi stuìdi keìpuìstakaan deìngan cara 

meìmpeìlajari buìkuì-buìkuì keìpuìstakaan, bahan-bahan bacaan liteìratuìr peìratuìran 

peìruìndang-uìndangan yang seìsuìai deìngan masalah yang seìdang diteìliti. 

 

2. Peìndeìkatan Yuìridis Empris  

 Peìndeìkatan yuìridis eìmpiris meìruìpakan peìndeìkatan peìneìlitian teìrhadap 

ideìntifikasi huìkuìm dan keìabsahan huìkuìm yang muìncuìl meìlaluìi peìneìltian dan 

peìnguìmpuìlan data primeìr yang dipeìroleìh seìcara langsuìng meìlaluìi peìneìlitian 

obseìrvasional yang meìndeìtail teìrhadap masalah yang dibahas. Peìndeìkatan ini 

dilakuìkan meìlaluìi peìnguìmpuìlan data primeìr yang dipeìroleìh seìcara langsuìng dari 

objeìk peìneìlitian meìlaluìi wawancara deìngan narsauìmbeìr dan reìspondeìn 

peìneìlitian.42 Peìndeìkatan masalah yang meìmbahas pokok-pokok peìrmasalahan 

dalam skripsi ini meìngguìnakan peìndeìkatan kuìalitatif yang mana di dalam 

meìlakuìkan suìatuì peìneìlitian deìngan cara meìlakuìkan stuìdi lapangan/wawancara 

keìpada pihak-pihak yang teìrkait atauì beìrsangkuìtan dalam peìnuìlisan skripsi ini.  

 
41 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Press, (1986), hlm. 56 
42 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, (1990), hlm. 10 
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B. Suìmbeìr dan Jeìnis Data 

1. Suìmbeìr Data 

 Suìmbeìr data dalam peìneìlitian ini beìrsuìmbeìr dari stuìdi keìpuìstakaan. Stuìdi 

keìpuìstakaan adalah seìrangkaian keìgiatan meìmbaca, meìncatat, meìnguìtip, 

meìnguìmpuìlkan seìrta meìneìlaah bahan-bahan puìstaka yang beìruìpa karya tuìlis 

dari para ahli yang  beìrkaitan deìngan peìrmasalahan dalam peìneìlitian ini. 

2. Jeìnis Data 

 Adapuìn jeìnis data peìneìlitian ini adalah: 

a. Data Primeìr  

 Data primeìr adalah data yang dipeìroleìh langsuìng dari hasil peìneìlitian di 

lapangan deìngan meìlakuìkan wawancara deìngan narasuìmbeìr yang beìrhuìbuìngan 

deìngan peìneìlitian.  

b. Data Seìkuìndeìr  

 Suìmbeìr data seìkuìndeìr meìruìpakan suìmbeìr data yang dipeìroleìh deìngan 

meìmpeìlajari, meìmbaca, meìnguìtip, liteìratuìr atauì peìruìndang-uìndangan yag 

beìrkaitan deìngan peìneìlitian dan tidak langsuìng yang mampuì meìmbeìrikan 

tambahan seìrta peìnguìatan data teìrhadap peìneìlitian atauì dari peìneìlitian 

keìpuìstakaan. Data di dalam peìneìlitian ini teìrdiri dari:  

1) Bahan Huìkuìm Primeìr  

a) Weìtboeìk van Strafreìcht; 

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahuìn 2014 teìntang Peìruìbahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahuìn 2002 teìntang Peìrlinduìngan Anak; 

c) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahuìn 2016 teìntang peìnyandang Disabilitas; 

d) Undang-uìndang Nomor 12 Tahuìn 2022 teìntang Tindak Pidana Keìkeìrasan 

Seìksuìal. 

2) Bahan Huìkuìm Seìkuìndeìr  

Bahan huìkuìm seìkuìndeìr adalah bahan huìkuìm yang dapat meìmbeìrikan peìnjeìlasan 

dari bahan huìkuìm primeìr yang diguìnakan. Bahan ini meìnduìkuìng proseìs 

meìnganalisis, meìmahami, dan meìnjeìlaskan bahan huìkuìm primeìr. Bahan huìkuìm ini 
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teìrdiri dari puìtuìsan peìngadilan, buìkuì, juìrnal, artikeìl dari inteìrneìt, dan lain-lain yang 

beìrkaitan peìneìlitian.  

3) Bahan Huìkuìm Teìrsieìr 

Bahan yang meìmbeìrikan peìnjeìlasan teìrhadap bahan huìkuìm primeìr dan bahan 

huìkuìm seìkuìndeìr beìruìpa kamuìs huìkuìm, kamuìs bahasa Indoneìsia, Ensiklopeìdia, dan 

meìdia lainnya. 

C. Peìneìntuìan Narasuìmbeìr 

Narasuìmbeìr adalah pihak-pihak yang meìnjadi informasi dalam peìneìlitian yang 

meìmiliki peìngeìtahuìan dan informasi teìrkait masalah yang dibahas di dalam 

peìneìlitian. Adapuìn Narasuìmbeìr dalam peìneìlitian ini adalah seìbagai beìrikuìt:  

 

1. Peìnyidik Reìnakta Reìskrimuìm Polda Lampuìng   1 Orang 

2. Konseìlor Advokasi Anak DAMAR Lampuìng     1 Orang 

3. Doseìn Bagian Huìkuìm  Pidana Fakuìltas Huìkuìm   

    Univeìrsitas Lampuìng      1 Orang 

4. Doseìn Bagian Kriminologi Fakuìltas Ilmuì  

    Sosial dan Ilmuì Politik  Univeìrsitas Lampuìng   1 Orang + 

            Juìmlah : 4 Orang 

D. Proseìduìr Peìnguìmpuìlan dan Peìngolahan Data 

1. Proseìduìr Peìnguìmpuìlan Data 

 Peìnguìmpuìlan data dilakuìkan deìngan tuìjuìan uìntuìk meìnguìmpuìlkan bahan huìkuìm 

yang dapat meìmabantuì proseìs peìneìlitian. Teìknik yang dipeìrguìnakan dalam 

peìnguìmpuìlan bahan huìkuìm dalam peìneìlitian ini adalah stuìdi puìtstaka (library 

reìseìarch). Stuìdi puìstaka adalah keìgiatan meìmbaca, meìnguìtip, dan meìncatat 

beìrbagai liteìratuìr yang dilakuìkan uìntuìk meìngkaji suìbstansi atauì isi dari bahan 

huìkuìm yang beìruìpa buìkuì, peìratuìran peìruìndang-uìndangan, juìrnal, artikeìl, 

puìtuìsan peìngadilan, dan bahan puìstaka lainnya yang beìrkaitan deìngan peìneìlitian 

ini. Seìdangkan stuìdi lapangan (fieìld reìseìarch) adalah peìnguìmpuìlan data yang 
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dilakuìkan uìntuìk meìndaoatkan data primeìr meìlaluìi wawancara keìpada reìspondeìn 

atauì narasuìmbeìr meìngeìni peìrmasalahan dalam peìneìlitian ini. 

2. Proseìduìr Peìngolahan Data 

a. Ideìntifikasi Data  

Data yang teìlah dikuìmpuìlkan baik data seìkuìndeìr mauìpuìn data primeìr, dilakuìkan 

peìmeìriksaan uìntuìk meìngeìtahuìi apakah data yang dikuìmpuìlkan suìdah seìsuìai 

deìngan keìteìrbuìtuìhan peìneìlitian dan meìmastikan bahwa data yang dikuìmpuìlkan 

teìrseìbuìt suìdah cuìkuìp dan beìnar.  

b. Klasifikasi Data  

Data yang suìdah teìrkuìmpuìl dikeìlompokkan seìsuìai deìngan jeìnis dan sifatnya 

agar muìdah dibaca seìlanjuìtnya dapat disuìsuìn seìcara sisteìmatis.  

c. Peìnyuìsuìnan Data  

 Data yang suìdah teìrkuìmpuìl dipeìriksa seìcara sisteìmatis seìsuìai deìngan uìruìtannya 

seìhingga peìmbahasan leìbih muìda dipahami.43 

E. Analisis Data 

Analisis pada skripsi ini dilakuìkan seìcara kuìalitatif deìngan meìndeìksripsikan hingga 

meìnguìraikan data yang dipeìroleìh dari peìneìlitian ini yang dilanjuìtkan deìngan 

peìnarikan Keìsimpuìlan seìcara induìktif seìhingga meìnjadi jawaban seìcara uìmuìm dari 

peìrmasalahan yang ada pada peìneìlitian ini.  

 

 
43Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, , (2004), 

bandung, hlm 126 
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V. PENUTUP 

A. Simpuìlan  

Beìrdasarkan hasil peìneìlitian dan peìmbahasan yang teìlah dikeìmuìkakan pada bab-

bab yang seìbeìluìmnya, maka dapat disimpuìlkan analisis kriminologis keìkeìrasan 

seìksuìal teìrhadap anak disabilitas (Stuìdi Wilayah di Polda Lampuìng) yaituì:  

1. Faktor peìnyeìbab keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap anak disabilitas adalah: faktor 

lingkuìngan difeìreìntial assosiation/Asosiasi Difeìreìnsial), faktor peìruìbahan 

instant (teìori anomieì), faktor agama (teìori kontrol), Faktor stigma dan juìdging 

(teìori labeìlling), dalam Masyarakat sangat dipeìrluìkan kontrol sosial dari 

inteìrnal dan eìksteìrnal uìntuìk meìnceìgah timbuìlnya keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap 

anak disabilitas. Leìngahnya kontrol dapat meìnjadi faktor keìjahatan ini muìncuìl. 

Lingkuìngan yang peìrmisif pada norma akan meìmbuìat para peìlakuì meìnjadi 

leìluìasa meìlakuìkan keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap anak disabilitas, hal ini didorong 

kareìna peìlakuì tinggal deìngan Masyarakat yang tidak meìmiliki norma.  

 

Anak disabilitas keìrap meìndapatkan labeìlling neìgatif, seìpeìrti kauìm yang leìmah, 

tidak puìnya keìkuìatan dan muìdah dimanipuìlasi, seìhingga stigma ini meìndorong 

peìlakuì keìkeìrasan seìksuìal uìntuìk meìnjadikan anak disabilitas seìbagai sasaran 

yang teìpat, seìlain ituì labeìlling neìgatif pada anak disabilitas tidak jarang 

meìmbuìat orang-orang seìkitar tidak meìnindaklanjuìti keìjahatan ini kareìna 

meìnganggap anak disabilitas yang seìrba teìrbatas meìmang wajar meìngalami hal-

hal diskriminatif dan meìnjadi sasaran keìjahatan.Adanya kasuìs keìkeìrasan 

seìksuìal teìrhadap anak disabilitas juìga diseìbabkan oleìh peìruìbahan yang instant, 

yang diseìbabkan oleìh aruìs globalisasi. Konteìn seìksuìalitas yang teìrseìbar 

meìmbuìat peìnonton meìnjadi keìcanduìan dan dapat meìndorong peìnonton uìntuìk 

meìmpraktikan tontonannya, seìhingga teìrjadilah keìkeìrasan seìksuìal yang juìga 

dapat meìneìmpatkan anak disabilitas seìbagai korban. 
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2. Upaya peìnal yang dilakuìkan yaituì peìmeìrintah haruìs meìlakuìkan 

peìngawasan yang keìtat teìrhadap UU Nomor 12 Tahuìn 2022 teìntang Tindak 

Pidana Keìkeìrasan seìksuìal, dapat meìmpeìrtimbangkan peìngeìsahan 

Rancangan Peìratuìran Peìmeìrintah Peìnceìgahan Tindak Pidana Keìkeìrasan 

Seìksuìal seìrta Peìnanganan, Peìlinduìngan, dan Peìmuìlihan Korban Tindak 

Pidana Keìkeìrasan Seìksuìal  (RPP 4P TPKS), seìrta pihak yang teìrkait 

meìlakuìkan uìpaya reìfreìsif yaituì uìpaya teìrakhir, jika peìlakuì teìlah teìrbuìkti 

meìlakuìkan keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap anak disabilitas.  

 

Upaya non peìnal yang dilakuìkan leìmbaga-leìmbaga teìrkait adalah deìngan 

sosialisasi atauì peìnyuìluìhan deìngan meìnyampaikan mateìri-mateìri meìngeìnai 

peìnceìgahan keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap anak disabilitas, seìrta meìmasuìkan 

kuìrikuìluìm peìndidikan seìksuìal uìntuìk anak keì ranah peìndidikan, teìrmasuìk 

SLB. Pihak teìrkait juìga dapat meìnsosialisasikan faktor peìnyeìbab, proseìs 

peìlaporan, seìrta cara meìnceìgah keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap anak disabilitas 

deìngan meìnyasar para orang tuìa deìngan anak disabilitas. Seìhingga bisa 

meìnceìgah teìrjadinya keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap anak disabilitas.  

B. Saran  

 Beìrdasarkan keìsimpuìlan dalam hal ini peìnuìlis meìmbeìrikan saran:  

1. Preìsideìn heìndaknya seìgeìra meìngeìsahkan Rancangan Peìratuìran Peìmeìrintah 

Peìnceìgahan Tindak Pidana Keìkeìrasan Seìksuìal seìrta Peìnanganan, 

Peìlinduìngan, dan Peìmuìlihan Korban Tindak Pidana Keìkeìrasan Seìksuìal  (RPP 

4P TPKS) yang meìngatuìr impleìmeìntasi UU No. 12 Tahuìn 2022 teìntang 

Tindak Pidana Keìkeìrasan Seìksuìal (TPKS), seìrta meìmpeìrkeìtat peìlaksanaan 

UU No. 12 Tahuìn 2022. 

2. Pihak Peìmeìrintah dan Masyarakat Peìrluì meìlakuìkan kolaborasi yang 

beìrkeìlanjuìtan uìntuìk meìnceìgah teìrjadinya keìkeìrasan seìksuìal teìrhadap anak 

disabilitas meìlaluìi sosialisasi mateìri keìkeìrasan seìksuìal seìcara beìrkeìlanjuìtan 

dan konsisteìn. 
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